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 Hukum pengampuan merupakan dimana orang yang sakit otak hingga 
mengakibatkan orang tersebut menjadi gila/stress, orang tersebut tidak dapat cakap 
dalam lalu lintas hukum sehingga membutuhkan wali pengampu semasa hidupnya 
untuk cakap dalam lalu lintas hukum. 
 Penelitian ini di harapkan untuk : dapat dijadikan sebagai bahan rujukan  
bagi para pembaca penelitian ini maupun praktisi hukum serta pihak-pihak yang 
berkaitan dengan hukum pengampuan bagi lembaga peradilan untuk dapat 
persiapakan lebih lanjut problematikan apa yang ada peradilan tentang hukum 
pengampuan. 
 Jenis penelitian yang digunakan atau terapkan adalah Penelitian 
kepustakaan (library research). Pendekatan dalam penelitian adalah normatif-
empiris, Sumber data yang di gunakan adalah data sekunder yang bersifat hukum 
belaka dan yang di dapat melalui studi dokumen.  metode analisis data kualitatif. 
Data yang terkumpul bukan angka-angka yang dapat lakukan pengukuran, data 
tersebut tidak dapat di ukur oleh angka-angka, pengumpulan data menggunakan 
pedoman wawancara dan pengamatan, sample lebih bersifat non probalitas 
 Hasil penelitian ini adalah bagaimana cara ingin mendapatkan hak 
pengampuan di pengadilan, hak pengampuan yang di atur dalam Pasal 433 sampai 
Pasal 461 KUHPerdata, orang yang gila atau stress tidak kehilangan hak 
keperdataan nya, namun untuk menjalankan hak keperdataan nya orang tersebut di 
wakilkan oleh pengampu dari keluarga nya 
 Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan informasi bagi 
mahasiswa, para akademisi dan lingkungan Fakultas Hukum yang ada di 
Universitas Pancasakti tegal  
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 The law of forgiveness is where a person who is mentally ill causes the 
person to be crazy/stressed, the person cannot be proficient in legal traffic so that 
he needs a guardian during his life to be proficient in legal traffic. 
 This research is expected to: can be used as a reference material for readers 
of this research as well as legal practitioners and parties related to the law of pardon 
for the judiciary to be able to prepare further what problems exist in the judiciary 
regarding the law of pardon. 
 The type of research used or applied is library research. The approach in the 
research is normative-empirical. The source of the data used is secondary data that 
is purely legal and obtained through document studies. qualitative data analysis 
methods. The data collected are not numbers that can be measured, the data cannot 
be measured by numbers, data collection uses interview and observation guidelines, 
the sample is more non-probability 
 The results of this study are how to get the right of pardon in court, the right 
of pardon is regulated in Article 433 to Article 461 of the Civil Code, people who 
are crazy or stressed do not lose their civil rights, but to exercise their civil rights 
the person is represented by a supervisor from her family 
 Based on the results of this study, it is hoped that it can be used as 
information for students, academics and the Faculty of Law environment at 
Pancasakti University, Tegal 
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A. Latar Belakang Masalah 
  Di dalam ilmu hukum, tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum 
yang dapat melakukan segala perbuatan dalam ilmu hukum. Karena belum dewasa, ia 
di anggap belum cakap dalam hukum. Orang dewasa tidak otomatis di anggap cakap 
dalam hukum. Ada beberapa orang dewasa yang kemungkinan tidak cakap dalam 
hukum sehingga tidak bisa melakukan sesuatu dalam perbuatan hukum. Pengampuan 
adalah kondisi di mana ada seseorang membutuhkan wali untuk pengampuan, menurut 
Pasal-Pasal yang di atur dalam pengampuan. 
  Pasal 1330 BW mengatur perjanjian terhadap pengampuan orang yang tak 
cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: Orang orang yang belum dewasa, 
Mereka yang  di taruh dalam pengampuan1, Orang orang perempuan dalam hal-hal 
yang di tetapkan oleh Undang-Undang. Pengampuan terdapat di dalam buku (kesatu) 
tentang orang, dan oleh Undang-Undang di tetapkan di dalam salah orang yang tidak 
cakap pada umumnya seperti orang gila dan orang yang tidak dapat berurusan dalam 
hukum. 
  Pengampuan di atur dalam Pasal 433 BW, Setiap orang yang sudah  dewasa 
yang selalu dalam keadaan bodoh tidak dapat berpikir, sakit otaknya atau gelap mata 
harus di taruh dalam pengampuan, pun jika ia kadang kadang cakap dalam pikiran nya. 
seorang dewasa juga di taruh di bawah pengampuan karena sifat boros nya.  
                                                          






  Pasal 1331 BW Orang-orang yang ada di dalam Pasal dalam keadaan tak 
bisa berpikir, boleh melakukan pembatalan perjanjian-perjanjian yang mereka telah 
perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu telah di atur oleh Undang-Undang yang 
berlaku.2 Orang-orang yang di taruh dalam pengampuan dan perempuan yang telah 
bersuami dengan siapa mereka melakukan suatu perjanjian. 
  Mengenai pengampuan yang bisa di sebut juga curatele peraturannya masih 
hanya di atur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata ( burgerjelijk wetbok ) 
dalam Pasal 433 BW sampai Pasal 462 BW. Orang yang di tempatkan di bawah 
pengampuan di anggap tak cakap bertindak sendiri karena sifat pribadi nya yang 
mengalami gangguan mental. Atas dasar itu orang tersebut masuk dalam keputusan 
hakim orang yang tidak dapat cakap bertindak sendiri dalam melakukan suatu 
perbuatan dalam tindakan hukum. Orang yang di ditaruh dalam pengampuan harus di 
wakilkan orang lain yaitu pengampu pengampuan.  
 Pengampuan ini bisa di dapatkan oleh hakim setelah melakukan suatu 
permohonan penetapan dalam pengampuan. Segala permintaan suatu pengampuan, 
harus melakukan permohonan di Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah 
hukumnya orang yang dimintaka pengampuan nya tinggal. sesuai Pasal 436 BW. 
Pembebasan pengampuan harus di umumkan dengan cara sebagaimana teratur di 
dalam Pasal 444 BW. Pasal 461 BW. 
   Pada dasarnya setiap subjek hukum mempunyai kewenangan dalam 
bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek 
hukum mempunyai kecakapan berbuat yang diatur oleh Undang-Undang tersebut, 
                                                          






orang yang tak cakap untuk melakukan sesuatu dalam perjanjian 3adalah ‘orang-orang 
yg belum dianggap belum cukup umur, orang di taruh di bawah pengampuan, dalam 
hal-hal yg di tetapkan oleh undang undang, dan pada umumnya semua orang kepada 
siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu,4 Di 
dalam Pasal 1330 BW. Ketentuan ini dapat di tafsirkan menggunkan metode 
penafsiran dimana seseorang yang sudah dikatakan cakap dalam hukum adalah orang 
yg sudah dewasa dan bukan orang yang di taruh dalam pengampuan, selanjutnya 
hukum juga mengatur untuk orang yg tidak cakap atau tidak dapat melakukan suatu 
perbuatan dalam hukum harus di urus oleh pihak yg mewakilinya hal ini karena 
pengampuan sesuai dengan ketidakcakapan nya dalam berpikir. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai ketentuan seseorang yang di nyatakan di bawah pengampuan di atur di 
dalam Pasal 433 BW yang menyatakan: “Setiap orang yang sudah  dewasa yang selalu 
dalam keadaan bodoh tidak dapat berpikir, sakit otaknya atau gelap mata harus di taruh 
dalam pengampuan, pun jika ia kadang kadang cakap dalam pikiran nya. seorang 
dewasa juga di taruh di bawah pengampuan karena sifat boros nya”. 
  Berdasarkan dakam hal tersebut salah satu seseorang yang harus berada 
dalam pengampuan adalah orang yang mata gelap atau sakit jiwa5. Pada dasarnya 
seorang dewasa atau dalam kedewasaan nya cakap melakukan semua perbuatan 
hukum memenuhi syarat umur dalam melakukan perbuatan hukum. Namun seseorang 
yang dewasa ketika dalam keadaan mata gelap atau sakit jiwa berdasarkan pada Pasal 
433 BW harus di taruh dalam pengampuan. Pasal 433 BW sebenarnya sudah mengatur 
                                                          
     3 Muhammad Natsir, hukum acara perdata, djambatan (jakarta 2005) hlm 191 
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tentang pengampuan, namun tidak semua orang mengerti hak-hak dalam hukum 
perdata yang di peroleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan. Hal itu karena 
dalam Pasal 433 BW belum mencerminkan hak-hak hukum perdata yang bisa di 
dapatkan oleh orang gila yang berada di dalam pengampuan6. Sehingga pelaksanaan 
nya belum di jalankan oleh pengampu pengampuan maupun orang yang sakit jiwa 
yang berada dalam pengampuan. 
   Syarat umur dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Namun seseorang 
yang dewasa ketika dalam keadaan mata gelap atau sakit jiwa berdasarkan pada Pasal 
433 BW harus di taruh dalam pengampuan. Pasal 433 BW sebenernya telah melakukan 
aturan tentang pengampuan, namun tidak semua orang mengerti hak-hak hukum 
perdata yang di peroleh oleh orang gila yang di taruh dalam pengampuan. Hal ini 
karena Pasal 433 BW belum mencerminkan hak-hak keperdataan yang di peroleh oleh 
orang gila yang di taruh dalam pengampuan. Sehingga pelaksanaan nya belum di 
jalankan oleh pengampu pengampuan maupun orang gila yang di taruh dalam 
pengampuan. 
 Pengampuan adalah suatu usaha untuk melakukan menempatkan sesorang 
yang sudah dewasa menjadi sama dengan orang yang belum dewasa. Orang yang 
belum dewasa dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum dimana belum dewasa 
karna sakit jiwa, sakit otak dan dalam keadaan dungu dengan disebut curandus, 
pengampunya dari curandus disebut curator dan pengadilan memposisikan orang yang 
gila tersebut atau belum dewasa bisa sederajat dengan orang yang sudah dewasa tetapi 
dengan adanya orang yang mendampingi yang  disebut curattle. Pasal 433 BW Setiap 
                                                          






orang yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus di taruh di 
bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikiran nya. 
Seseorang dewasa boleh juga di taruh di bawah pengampuan karena keborosannya. 
 Prosedur mendapatkan hak pengampuan sendiri di atur juga dalam 
KUHPerdata, yang mana di atur dalam Pasal 436 KUHPerdata permohonan 
pengampuan atas dasar orang gila, sakit jiwa atau sakit otak di ajukan oleh keluarga 
sedarah dalam garis lurus dan oleh para keluarga semenda dalam garis menyimpang 
derajat ke empat di mana permohonan ini di ajukan di pengadilan tempat orang yang 
ingin di taruh dalam pengampuan ini tinggal. Sedangkan untuk orang yang dalam 
keadaan boros dapat di taruh dalam pengampuan akan tetapi hanya keluarga sedarah 
saja yang dapat mengajukan permohonan tersebut. Penetapan pengadilan untuk 
pengampuan bertujuan untuk mendapatkan hak atau hukum baru untuk sesuatu 
peristiwa dalam hukum, penetepan ini pun diajukkan oleh para pihak keluarga.7 
    Berdasarkan uraian penjelasan di atas penulis meneliti tentang 
pengampuan karena hingga saat ini belum ada kejelasan hukum terhadap hukum 
mengenai  pengampuan, sedangkan masalah mengenai kasus hukum pengampuan 
sudah banyak yang terjadi di indonesia saat ini. Karena menurut penulis setiap manusia 
punya kecakapan dalam bertindak dalam segi hukum. Pengampuan adalah hak hukum 
yang dapat di wakilkan. Dan studi kasus yang di ambil adalah di mana saudara sepupu 
calon terampu melakukan hak pengampuan karena tujuannya adalah untuk melindungi 
saudaranya yang hidup sendiri karena orang tua dan kakak kandung dari calon 
pengampuan sudah meninggal. Calon pengampuan mengalami sakit ingatan (stres) 
                                                          






dan juga untuk melindungi harta dari keluarga calon pengampuan yang mana hidup 
sebatang kara. Sehubungan dengan latar belakang di atas maka melalui karya tulis ini 
maka penulis akan menyusun penulisan tentang pengampuan dengan judul “Prosedur 
Hukum Mendapatkan Hak Pengampuan” (Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota 
Tegal) 
B. RUMUSAN MASALAH  
1. Bagaimana Pengaturan Hak Pengampuan Di Dalam Hukum Perdata? 
2. Bagaimana Prosedur Hukum Mendapatkan Hak  Pengampuan Di Pengadilan Negeri 
Klas IA Kota Tegal ? 
C. TUJUAN PENELITIAN  
1. Untuk Mengkaji Pengaturan Hak Pengampuan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia 
2. Untuk Mengkaji Prosedur Hukum Mendapatkan Pengampuan Di Pengadilan Negeri   
Klas IA Kota Tegal  
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut dan untuk dapat 
melahirkan konsep keilmuan yang akhirnya dapat memberikan andil bagi 
perkembangan hukum pengampuan khususnya. 
2. Manfaat Praktis  
Hasil Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan  bagi para 
pembaca penelitian ini maupun praktisi hukum serta pihak pihak yang berkaitan 
dengan hukum pengampuan bagi lembaga peradilan untuk dapat persiapakan lebih 






E.  TINJAUAN PUSTAKA 
1) Skripsi dengan judul “Tinjauan Maslahat Terhadap Ketentuan Pengampuan Dalam 
Kitab Undang Undang Hukum Perdata”  yang berisi bahwasanya pengampuan adalah 
untuk mewaki subyek hukum yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, 
pengampuan juga memiliki tujuan perlindungan terhadap orang yang di ampu maupun 
orang yang di ampu maupun perlindungan terhadap orang lain tujuan ini di sesuaikan 
dengan faktor penyebab nya pengampuan tersebut8. Di tulis pada tahun 2015, oleh 
Adib Mubarok yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Syariah Universitas 
Islam Negeri Walisongo Semarang. Di mana skripsi ini memiliki kesamaan 
pengampuan masih di atur dalam kitab undang undang hukum perdata karena setiap 
subyek hukum memiliki kepastian hukum bagaimana pun bentuk nya dan perbedaan 
dengan skripsi ini adalah di mana penulisan skrispsi ini adalah membahas tinjauan 
maslahat yang sama sekali tidak berhubungan dengan skripsi yang akan saya tulis. 
2) Skripsi dengan judul “Curattle (Pengampuan) Suatu Analisis atas Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan No 
100/Pdt.P/PN.Jkt.Sel” yang berisi bahwasannya syarat syarat menjadi pengampu di 
pengadilan. Di tulis pada tahun 2009. Oleh Riri Mela Lomika Siregar. Pengampuan 
hanya bisa di tentukan oleh hakim pengadilan yang mana bahwa hakim memutuskan 
harus dari keluarga sedarah pengampu. Permohonan pengampuan hanya bisa di 
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lakukan di pengadilan di mana pengampuan ini tinggal.9 Di mana skripsi ini memiliki 
kesamaan yaitu mengenai kriteria kriteria calon pengampuan yang berhak menjadi 
pengampu. Perbedaan dari skripsi yang akan di buat adalah tidak membahas 
(kurandus) akibat hukum terhadap anak yang di taruh di bawah pengampuan. 
3) Junal hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang 
Yang Berada Dalam Pengampuan” (Studi Kasus Penetapan 
NO.0020/PDT.P/2015/PA.BTL) Di tulis pada tahun 2019. Di tulis oleh Vitra Hana 
Sharfina dan Satria Sukananda. yang berisi bahwasanya setiap penyandang hak dan 
kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan 
kewajibannya. Sehingga orang gila tidak dapat bertindak sendiri karena tidak memiliki 
keckapan dalam berpikir.10 Persamaan dengan jurnal ini ialah menggunakan pasal 433 
BW sebagai acuan dalam pengampuan dan perbedaan dengan jurnal ini ialah studi 
kasus yang di ambil berbeda dengan apa yang akan di tulis dalam penulisan penelitian 
skripsi ini. 
F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang akan digunakan atau terapkan adalah Penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian yang di gunakan ini menggunkan data 
                                                          
        9 Riri Mela Lomika Siregar. “Curattle (Pengampuan) Suatu Analisis atas Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan No 100/Pdt.P/PN.Jkt.Sel”, 
Universitas Indonesia, Depok, 2009, Hlm 38 
        10 Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda.”Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan 
Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan” (Studi Kasus Penetapan 






sekunder11. Penulis menggunakan library research ini dari perpustakaan baik dari 
sumber yang ada di buku, undang-undang, maupun di peroleh melalui dokumen 
2. Pendekatan Penelitian 
  Penelitian hukum terapan (normatif-empiris) penelitian hukum ini tentang 
pemberlakuan ketentuan hukum positif secara in action12, pada setiap peristiwa hukum 
tertentu yang terjadi dalam masyarakat penelitian hukum karena penelitian terapan ada 
konflik atau tidak konflik namun di selesaikan di pengadilan. Melalui metode ini pula 
penulis akan menggambarkan fakta-fakta secara nyata di pengadilan. Melalui  hukum 
terhadap pengampuan. 
3. Sumber Data 
  Sumber data yang mengunakan data sekunder yang bersifat hukum belaka 
dan yang di dapat melalui studi dokumen.13 Alasan penulis menggunakan data 
sekunder untuk memperjelas masalah yang akan di teliti dan menjadi operasional, 
penulis dapat mengtahui kompunen-kompunen stuasi apa yang menglilingi 
lingkungan sehingga penulis dapat memahami stuasi lingkungan, sehingga penulis 
dapat dengan mudah persoalan apa yang akan di teliti. Karena penelitian ini berusaha 
mempelajari orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan atau gangguan 
sakit jiwa berat menurut undang-undang yang ditaruh di bawah pengampuan. 
 
 
                                                          
        11Tim penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, “buku panduan penulisan 
skripsi fakultas hukum” 2020 hlm 3   
       12 Ibid hlm 2 
       13 Soerjono soekamto dan Sri Mamuji Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) 






4. Metode Pengumpulan Data 
  Metode pengumpulan data yang akan di ambil penulis adalah buku, undang-
undang, kamus, jurnal, internet, ensiklopedia, dokumen dengan penelesuran ke 
perpustakaan dan sumber sumber lain yang dapat di jadikan rujukan penulisan ini. 
5. Metode Analisis Data 
  Metode yang akan di lakukan oleh penulis adalah metode analisis data 
qualitatif. Data yang terkumpul bukan angka-angka yang dapat melakukan ukuran, 
data tersebut tidak dapat di ukur oleh angka-angka, pengumpulan data menggunakan 
pedoman wawancara dan pengamatan, sample lebih bersifat non probalitas.14 Alasan 
penulis menggunakan analisis data kualitatif adalah karena ingin melihat secara 
menyeluruh proses dan prosedur hukum pengampuan di pengadilan. 
G. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN 
Rencana untuk laporan penulisan penelitian ini akan di bagi IV bab yang masing-
masing berisi: 
  Bab I pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitan dan istematika penelitian 
  Bab II berisi tentang tinjauan tinjauan umum mengenai tentang pengampuan 
menurut kitab undang undang hukum perdata berisi tentang pengertian dan 
pengampuan di indonesia dan pengertian pengampu 
  Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian 
dan analisa penulis mengenai prosedur mendapatkan pengamuan dan problematikanya 
                                                          







  Bab IV penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban 












BAB II  
TINJAUAN KONSEPTUAL 
  
A. Tinjauan Tentang Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Perdata 
1. Pengertian Pengampuan Di Indonesia  
  Di Indonesia sudah banyak kasus yang terjadi tentang pengampuan, di latar 
belakangi tentang sifat baik manusia terhadap manusia lainnya maka proses pengampu 
dapat terwujud dengan baik, karena bila ada kasus tentang pengampuan pasti terdapat 
orang yang dapat menjadi pengampu di dalam nya, karena sifat manusia yang saling 
berhubungan satu sama lain. Tentunya manusia sebagai subjek hukum selain badan 
hukum, karena pengampuan adalah peristiwa hukum yang ada dalam hukum, peristiwa 
hukum yang terjadi di dalam hukum atas dasar hubungan orang satu dengan orang 
lainnya, hubungan-hubungan dalam hukum adalah hubungan antar sesama manusia 
satu dengan yang lainnya atau seperti manusia terhadap barang berharga/harta benda 
yang ada hubungan hukum tersebut atas aturan-aturannya dalam hukum dengan hak-
hak dan kewajibannya hak perseorangan tersebut. 
Bila ada subjek maka selalu ada objek di dalam nya, yang menjadi objek 
dalam hubungan hukum adalah hak dan kewajiban seseorang atau pihak pihak 
terhadap pihak satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban sesorang ini yang harus 
di penuhi, subjek dalam hubungan hukum terkait dengan pengampuan adalah 
manusia/orang. Manusia atau orang ini sudah pasti memiliki hak dan kewajiban. 
Kitab Undang Undang Hukum Perdata di ketahui bahwa tidak ada pasal 






dapatkan melalui para ahli yang menjabarkan melalui tulisan tulisan mereka15. Atas 
dasar para ahli hukum menulis tentang pengampuan maka dengan ini penulis 
mengtahui apa yang di maksud pengertian pengampuan. Menurut prof subekti yang di 
dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menjeleskan apa yang ada dalam 
pengampuan. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata berpendapat dalam bukunya yang 
berjudul asas-asas hukum orang dan keluarga juga berpendapat memiliki pengertian  
tentang ari dari dari pengampuan  
Pendapat mereka di latar belakangi ilmu pengetahuan yang mereka punya, 
para ahli ini belajar tentang hukum dan menjadi orang orang yang menyimpulkan 
tentang pengampuan dari situlah pengampuan menurut ilmu pengtahuan dapat kita 
ambil, para ahli memberi pendapat yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama. 
Setelah membaca Pasal-Pasal di kitab Undang-Undang Perdata tentang pengampuan 
maka kita tahu apa arti dari pengampuan tersebut, hasil dari pemikiran kitalah yang 
membentuk pengertian dari pengampuan 
Dalam kehidupan sehari-hari juga kita mendapatkan pembelajaran apa arti 
tentang pengampuan, tidak dapat di pungkiri bahwa biasanya perisitiwa dahulu baru 
muncul tentang peraturan nya seperti contoh nya adalah Pasal-Pasal nya mengenai 
peraturan pengampuan, kejadian ini bisa menambah pengtahuan kita mengenai apa 
yang belum di atur dalam hukum bisa membuat kerancuan di dalam peristiwa hukum, 
maka dari itu pengampuan bisa di lihat dari segi ilmu pengtahuan dan sebagai pedoman 
untuk pengampuan di lihat dari Kitab Undang-Undang Perdata. Pengaturan dalam hak 
                                                          







pengampuan di atur dalam buku kesatu tentang orang bab ke 17 tentang pengampuan 
yang di atur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 
2. Pengertian Pengampuan Menurut Pendapat Para Ahli 
Seperti bagaimana yang kita lihat bagaimana pengampuan di atur dalam 
buku KUHPerdata, setelah di tinjau dari perkembangan yang dapat dilihat 
pengampuan juga dapat dilihat dari beberapa ilmu pengtahuan dari para pendapat yang 
menuliskan tentang pengampuan. Menurut ilmu pengtahuan dan ilmu hukum perdata   
Hukum perdata materil menurut ilmu pengtahuan di bagi menjadi 4 bagian yang salah 
satu di antaranya terdapat pengaturan pengampuan ke empat bagian tersebut adalah:  
1. Hukum Perorangan  
2. Hukum keluarga 
3. Hukum Harta Kekayaan  
4. Hukum Waris 
Pengaturan pengampuan ini juga terdapat dalam hukum keluarga, mengapa Hukum 
keluarga karena pengampuan ini melibatkan kekeluargaan karena orang yang di bawah 
pengampuan dan pengampu memiliki hubungan darah, hukum keluarga juga bisa 
mengatur hubungan antar hubungan keluarga sedarah dan saudara karena 
perkawinan16 Hukum keluarga ialah kaidah kaidah yang mengatur tentang keluarga di 
antara lain mengatur tentang: 
1. Keturunan  
2. Kekuasaan orang tua  
3. Perwalian  
                                                          






4. Pendewasaan  
5. Pengampuan 
Seiring berjalanya waktu ada beberapa pendapat yang muncul dan memasukan 
perkawinan ke dalam hukum keluarga dan memasukan tentang pengampuan ke 
dalam hukum orang/pribadi. Para ahli juga berpendapat tentang bagaimana 
pengampuan. 
  Menurut Prof Subekti orang yang sudah dewasa, yang sakit ingatan 
menurut undang-undang harus di taruh di bawah pengampuan (curatele). Selanjutnya 
di terangkan bahwa seorang dewasa juga dapat di taruh di bawah pengampuan 
dengan alasan bahwa ia mengobral kekayaanya.  
  Menurut P.N.H Simajuntak mengatakan pengertian pengampuan suatu 
daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama 
seperti orang yang belum dewasa. Orang yang di taruh di bawah pengampuan di 
sebut Curandus, pengampunya di sebut curator dan pengampuannya di sebut curattle 
  Menurut H.FA Vollmar menyatakan bahwa pengampuan ialah di sebut 
curandus karena kepribadiannya dianggap tidak cakap atau tidak cakap dalam segala 
hal cakap untuk bertindak sendiri atau pribadi dalam lalu lintas hukum, atas dasar itu 
orang tersebut dengan keputusan hakim lantas di masukan ke dalam gologan orang 
yang tak cakap. Karena nya orang tersebut di beri seorang wakil yang di sebut 
sebagai pengampu atau curattor.  
  Menurut C.S.T Kansil adalah pengampuan merupakan bimbingan yang 






pengampu ditunjuk sebagai orang dewasa yang karena sesuatu orang di bawah 
pengampuan tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. 
  Menurut J Satrio berpendapat bahwa pengampuan ialah suatu keadaan 
orang dewasa kedudukan hukum nya sama dengan yang belum dewasa, dengan 
konsekuesinya kewenangan nya di cabut dalam hukum.17 
  Menurut pendapat para ahli ini juga melahirkan perbedaan dalam pendapat 
tetapi dengan inti yang sama, pendapat para ahli ini juga sering dijadikan patokan oleh 
hakim dalam mengambil keputusan. Dalam jurisprudensi ini juga hakim sering 
berpatokan kepada pendapat para ahli. Apalagi jika para ahli ini menentukan 
bagaimana seharusnya, pendapat para ahli ini di jadikan pedoman dalam mengambil 
keputusan tersebut, pendapat para ahli ini timbul dengan adanya latar belakang disiplin 
ilmu dalam hukum perdata yang berpendapat apa arti dari pengampuan tersebut. 
  Pada dasarnya setiap orang dewasa cakap melakukan perbuatan dalam 
hukum karena sudah memenuhi syarat umur melakukan perbuatan hukum, tetapi 
bilamana orang dewasa dalam keadaan yang sakit otak atau gila, tidak mampu 
mengurus dirinya sendiri, dia sama saja dengan orang yang belum dewasa dan tidak 
dapat melakukan lalu lintas dalam hukum dan harus berada dalam hak pengampuan18 
  Dilihat dari para ahli pendapat ini maka dapat di simpulkan pengertian 
pengampuan ini bahwasanya adalah orang yang tadinya cakap dalam lalu lintas hukum 
karena dewasa akan tetapi karena keadaan sakit ingatan atau gila maka orang ini harus 
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di tarh dalam hak pengampuan, bahkan bila suatu saat dia mempergunakan pikiran nya 
maka ia tetap harus di oleh pengampunya untuk melakukan lalu lintas dalam hukum. 
Pengampu nya atau curator bertanggung jawab penuh kepada terampunya yang 
mengurusi segala bentuk urusan yang berhubungan dalam hukum termasuk mengurusi 
harta benda milik terampunya.  
3. Syarat-Syarat Orang Yang Berada Dalam Pengampuan 
  Sebagaimana yang di atur dalam KUHPerdata adalah pengampuan tidak 
memiliki kejelasan dalam pengertian, yang jelas di KUHPerdata yang mana hanya 
definisi-definisi yang mana mengatur tentang apa itu pengampuan pada pasal-pasal 
yang tercantum di KUHPerdata tersebut. Pengampuan juga memiliki nama lain yang 
di sebut dengan Curandus, Curandus adalah orang yang di taruh dalam pengampuan 
karena kondisi mental yang sakit karena gangguan jiwa sehingga tidak cakap bertindak 
sendiri di lalu lintas hukum.  
  Berikut syarat-syarat orang yang harus di taruh di bawah pengampuan, Di 
Pasal 433 KUHPerdata ini juga menjelaskan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu 
berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di taruh di bawah 
pengampuan, pun jika ia cakap mempergunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh 
juga di taruh di bawah pengampuan karena keborosan nya.  
Berikut isi penjelasan dari Pasal orang yang di bawah pengampuan tersebut: 
1) dungu dalam definisi KBBI berarti sangat tumpul otaknya, tidak cerdas 
atau bodoh19 
                                                          






2) sakit otak menurut KBBI yang berarti sakit ingatan yang berarti hilang 
pikiran nya20 
3) mata gelap menurut KBBI sangat marah sehingga sering lupa 
menggamuk.21  
menurut penjelasan tersebut maka pikiran orang yang di bawah pengampuan adalah 
sakit dalam segi pikiranya sehingga berdapampak dalam segi sosialnya, sehingga 
orang tersebut harus di taruh di bawah pengampuan 
4) keborosannya/boros dalam arti KBBI berlebihan dalam bentuk segala hal 
termasuk uang, harta benda bisa juga berfoya-foya22 
orang di bawah pengampuan juga dapat karena keborosannya karena dapat 
mengahamburkan harta benda yang ada, orang seperti ini dapat mempergunakan akal 
pikirannya tapi tidak dapat kecakapan dalam bertindak dalam hukum.  
  Kekurangan dari lemah pikiran adalah terletak pada dungu dan sakit otak 
sedangkan yang terjadi pada keborosan harus melihat bagaimana keadaanya karena 
akal dari orang tersebut masih normal hanya saja sifat boros orang tersebut yang bisa 
mebahayakan karena bisa menghamburkan-hamburkan harta benda atau uang dengan 
melampaui batas. Orang yang telah dewasa juga dapat di taruh di bawah pengampuan 
karena lemah pikirannya, pengampu bisa datang ke pengadilan untuk melakukan 
permohonan untuk di letakkan di bawah pengampuan, tetapi hakim juga akan 
memeriksa saksi-saksi yang terkait, sehingga dapat di putuskan oleh hakim hak 
pengampuan tersebut. Karena tidak dapat berfikir dalam layaknya orang dewasa yang 
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normal, sehingga tidak cakap dalam hukum bertindak sendiri dalam hukum. Pecandu 
narkoba dan sabu-sabu juga dapat di taruh dalam hak pengampuan seperti yang di 
cantumkan dalam Pasal 456 KUHPerdata “terhadap mereka yang, karena keburukan 
kelakauannya yang  terlanjur terus menerus tak sanggup di biarkan kepada diri sendiri 
atau berbahaya bagi keamanan orang lain dapat di harus di lakukan tindakan-tindakan 
seperti di perintahkan dalam reglemen penyelenggaraan peradilan”23 
4. Pengaturan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Perdata 
Di dalam buku kitab undang undang perdata di mana di jelaskan bagaimana 
mengenai Pasal pengampuan itu di atur di dalam sistematika KUHPerdata di jelaskan 
di buku I tentang orang atau Individu, di dalam buku I ini juga masih terbagi menjadi 
IV bagian yaitu hukum keluarga atau hukum orang, hukum keluarga yang berisi 
tentang perwalian, pengampuan, hubungan orang tua dan anak dan hukum orang berisi 
tentang subyek hukum. 
Telah di tetapkan di dalam buku KUHPerdata mengenai Pasal pengampuan 
yang mana di atur dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462, sebagaimana di jelaskan 
sebelumnya bahwa pengampuan adalah keadaan seseorang dewasa yang tidak cakap 
dalam bertindak karena sifat pribadinya, maka dari itu untuk menjamin hak-hak nya 
dalam hukum, maka hukum mengatur seseorang yang untuk dapat bertindak sebagai 
wali dari orang di bawah pengampuan tersebut, 
Mengenai penelitian yang penulis teliti penelitian tersebut menggunakan 
Pasal 433 KUHPerdata karena orang tersebut dalam keadaan stress berat, bahwa orang 
di bawah pengampuan ini stress berat karena di tinggal oleh ibunya yang meninggal, 
                                                          






orang di bawah pengampuan ini juga hidup sebatang kara, maka dari itu pemohon adik 
dari si ibu mengajukan pengampuan kepada pengadilan negeri tegal, untuk melindungi 
harta orang tua kaka nya yang sudah meninggal. 
5. Pengaturan Pengampuan Dalam Hukum Islam 
Hukum islam juga mengatur apa itu pengampuan, pengampuan sendiri dalam hukum 
islam di namakan al-hajr disebut pengampuan yang secara etimologi berarti 
pembatasan dalam bertindak. Misalnya kata hajara 'alaihi hajran, artinya  seseorang  
dilarang  melakukan  tindak dalam hukum.24 Ada pula pengertian-pengertian dari 
berbagai mahzab tentang al-hajr ini: 
1)  mahzab hanafi terdapat dua pengertian pendapat tentang bagaimana al-
hajr yang pertama ialah jika orang di taruh di bawah pengampuan 
melakukan dalam lintas hukum dalam bentuk jual beli, harta warisan atau 
harta benda maka perbuatan itu tidak sah menurut hukum. 
Yang kedua ialah bila orang yang mendapatkan pengampuan melakukan suatu tindakan 
terhadap perkataan nya atau perbuatan nya jika belum mendapatkan izin dari 
pengampunya maka tindakan tersebut tidaklah sah.25 
2)  mahzab maliki mendefinisikan status hukum yang di berikan kepada 
orang pengampuan di larang melakukan lalu lintas hukum di luar 
kemampuannya, menurut mahzab ini orang tidak bisa bertindak dalam 
hukum ialah anak kecil, orang gila, orang dungu dan orang yang sedang 
pailit dan sebagainya. 
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3) mahzab syafii dan hambali mengatakan larangan melakukan lalu lintas 
hukum terhadap seseorang, yang memberi keputusan cakap atau tidak 
nya  adalah  hakim, seperti larangan jual-beli26 
Penjelasan di atas adalah pengertian-pengertian terhadap penjelasan al-hajr atau      
pengampuan yang di definisikan oleh berbagai mahzab-mahzab. Al-hajr juga memiliki 
dasar hukum di dalam hukum islam, dasar hukum yang di pakai pada al-hajr ini juga 
memberi definisi tentang bagaimana al-hajr ini di atur di: 
 (Qs. An-Nisa ayat 5) yang berbunyi:  
 “wa laa tu’tus sufahaaa’a amwaalakumul latii ja’alal lahul lakum 
 qiyaamanw-warzuquuhum fiihaa waksuuhum wa quuluu lahuqawl 
 ma’ruufa” 
Yang artinya: “dan Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya harta mereka ( yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta mereka 
itu), dan ucapkan kepada mereka kata kata yang baik”. (Qs. An-Nisa:5)27.  
Ayat  tersebut, memberikan pengertian  bahwa  sesuatu  yang memiliki  hak dan 
kewajiban tidak dapat dipisahkan oleh unsur kecakapan  untuk melakukan perbuatan  
hukum (ahliyatul  ada’), namun  dewasa  ini  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  
bukan  terdiri  dari  manusia  saja,  tetapi  dapat  dimiliki  oleh  badan hukum tertentu. 
Manusia pada umumnya memiliki hak sejak dilahirkan dan berakhir hingga 
meninggal dunia, yang menjadi persoalan adalah kapankah seseorang itu memiliki 
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kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (ahliyatul ada’) sebab itu dalam 
hukum Islam tidak semua dapat melaksanakan sendiri  hak dan kewajiban, yaitu 
diistilahkan dengan orang-orang di bawah pengampuan. Ahliyahtul ada’ adalah sifat 
kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk 
mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik ushul fiqh menyatakan bahwa 
yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyatul ada’ ialah 
baligh, berakal, dan cerdas.28 
 Di ayat selanjutnya juga menjelaskan al-hajr yang berbunyi:  
  Qs An-Nisa ayat 6: wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah, fa in  
  anastum minhum rusydan fadfa u ilaihim amwalahum, wala ta’kuluha  
  israfan wa bidaran an yakbaru, wa man kana ghaniyyan fal yas ta’fif wa  
  man kana faqiran falya’kul bil ma’ruf, fa idza dafa’tum ilaihim amwalahum 
  fa asyhidu alaihim, ‘wa kafa bilahi hasiba 
Yang artinya :“ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai cukup umur untuk  
menikah.  Kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah cerdas  (pandai  
memelihara  harta),  maka  serahkan  kepada  mereka harta-hartanya..” (Qs. An-
Nisa:6)29 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyerahkan harta tersebut janganlah tergesa-gesa, 
ujilah terlebih dahulu anak itu dengan memperhatikan akhlaknya, apakah telah 
mempunyai pikiran yang cerdas dan dapat berbelanja dengan baik. 
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  Dari ketentuan hukum ayat di tersebut, dapat disimpulkan bahwa  di dalam 
ketentuan hukum Islam terdapat ada golongan yang tidak cakap bertindak hukum yaitu 
mereka yang diistilahkan dengan As-suf’ah.30Itulah yang di jadikan dasar hukum 
dalam komplikasi hukum islam tentang bagaimana di atur nya al hajr atau yang biasa 
di sebut pengampuan, tujuan al hajr itu sendiri ialah: 
1) Orang  yang utangnya  lebih  banyak  dari  pada  hartanya,  maka orang 
ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang. 
2) Orang yang sakitnya parah, maka dilarang berbelanja lebih dari 
sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. 
3) Orang   yang   murtad   dilarang   membagikan   hartanya   guna menjaga 
hak orang muslim.31 
Berikut adalah pengertian dan dasar hukum al-hajr atau pengampuan itu sendri yang 
di atur dalam hukum islam tetapi yang penulis teliti menggunakan hukum KUHPerdata 
atau hukum nasional. 
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAMPU Di KUHPerdata 
 
1. PENGERTIAN PENGAMPU 
  Pengampuan menurut KUHPerdata adalah kondisi sesorang yang sudah 
dewasa, karena kondisi gila karena fisiknya di taruh di bawah pengawasan orang lain 
yang cakap hukum sehingga berkedudukan sama dengan orang yang belum dewasa. 
Orang yang di taruh di bawah pengampuan tidak dapat berlintas dalam hukum karena 
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sifat pribadi nya, oleh karena itu dengan keputusan hakim orang di bawah pengampuan 
di masukan ke dalam orang yang tidak dapat bertindak dalam hukum. Oleh karena itu 
seesorang di bawah pengampuan di beri wakil sesuai dalam undang-undang hukum 
perdata. Yang di sebut pengampu, pengampu adalah seseorang yang dapat mewakilkan 
orang di bawah pengampuan.32  
  Pengampu dapat di tetapkan sementara, guna mengurus pribadi dan harta 
kekayaan yang pengampuannya di minta. Bilamana pengampu belum berkuatan 
hukum maka yang mengurusi sementara terampu adalah pengawas sementara jika 
menurut hakim diperlukan. Sesuai Pasal 441 Kitab Undang Undang Hukum Perdata33. 
Penunjukan pengampu ditetapkan di pengadilan oleh hakim atas dasar keyakinannya. 
Hal ini dapat terjadi jika syarat syarat maupun laporan yang memuat keluarga sedarah 
tentang persetujuan dirinya untuk menjadi pengampu. Apabila hakim sudah 
memperoleh syarat dan laporan maka hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai 
hal itu, maka baru di angkat seorang pengampu atau (curator), yang di letakan dalam 
34pengampuan, dalam hal pribadi atau dalam harta orang tua nya di bawah pengampuan 
tersebut. Seperti yang ada di dalam dalam Pasal 441 Kitab Undang Undang Hukum 
Perdata yang menyebutkan: “setelah melakukan pemeriksaan tersebut di dalam Pasal 
439, maka jika ada alasan untuk itu, pengadilan akan angkat seorang pengurus 
sementara, pengadilan angkat seorang pengurus sementara, guna mengurus pribadi 
dan harta kekayaan yang pengampuannya diminta.” Penunjukan pengampu ini harus 
di keluarkan nya berita acara atau berita negara sehingga di ketahui oleh umum, 
                                                          
      32 H.F.A Vollmar, loc, cit Hlm 177 
      33 Pasal 441 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 






kesemuannya itu untuk mengganti  rugi dan bunga sekiranya ada untuk itu. Ini jelas 
terdapat di Pasal 444 Kitab Undang Undang Perdata.35 
  Pengampu biasanya adalah keluarga sedarah atau orang yang di tunjuk 
dalam pengadilan untuk melaksanakan bimbingan terhadap orang di bawah 
pengampuan (kurandus). Pengampu adalah orang yang di letakan tanggung jawab 
kelanjutan hak-hak dalam lalu lintas hukum terhadap terampu dalam hukum yang 
selanjutnya, pengampuan ialah yang sakit jiwa atau boros untuk memudahkan 
pengurusan harta dan kepentingan dengan orang atau pihak pihak lain yang di tunjuk 
oleh pengadilan. 
     2. Syarat-Syarat Menjadi Pengampu  
  Orang yang di taruh dalam pengampuan di anggap tidak cakap dalam 
bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Untuk dapat menjadi 
pengampu tidaklah mudah karena di letakan nya nasib orang yang di tempatkan dalam 
pengampuan, setelah dirinya tidak lagi dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Untuk 
menjadi pengampu haruslah tanggung jawab dalam dirinya sendiri maupun atas orang 
yang bawah pengampuan tersebut. Pengampu dapat memiliki peran dalam 
menentukan nasib atas kejadian di masa lalu, masa saat ini atau di masa depan yang 
akan datang si kurandus. Oleh karena itu untuk menjadi pengampu orang yang harus 
memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang. Ada juga pendapat 
para ahli yang berpendapat mengenai garis lurus keluarga sedarah garis lurus ke atas 
atau ke bawah mengenai menjadi pengampu. Apalagi hal tersebut mendapat 
pengesahan dari pengadilan tersebut. 







  Menurut Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “setiap keluarga 
sedarah berhak melakukan permohonan pengampuan terhadap keluarga sedarah nya, 
berdasar atas keadaan mata gelap atau sakit jiwa, bisa juga karena sifat boros orang 
tersebut, pengampuan hanya dapat di minta oleh pihak keluarga sedarah nya dalam 
garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai 
dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri 
boleh meminta pengapuan akan istri atau suami nya. Barang siapa karena keemahan 
kekuatan akal nya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri 
sebaik-baik nya, di perbolehkan meminta pengampuan untuk diri sendiri.”  
       Bila mana dilihat dari Pasal tersebut maka bahwa yang bisa menjadi 
pengampu adalah keluarga sedarah garis lurus keatas atau kebawah dengan keluarga 
yang sakit otak atau dungu tersebut, jadi untuk menjadi pengampu bagi orang yang 
sakit tersebut adalah keluarga nya sendiri, dengan kata lain yang dapat mengajukan 
hak pengampuan dan pengampu di pengadilan negeri adalah keluarga itu sendiri atau 
bisa juga keluarga semendanya istri atau suaminya. 
  Jika di atas menjadi pegampu bagi hak pengampuan yang sakit otak, dungu 
dan gila lain hal nya bagi hak pengamuan karena keborosannya karena suka 
menghaburkan hartanya untuk yang tidak penting maka untuk menjadi pengampu bagi 
orang tersebut adalah suami atau istri nya bila sudah berkeluarga, Hakim yang nanti 
melihat bagaimana orang pemboros ini memiliki pengampu, bila pengampu tidak bisa 
melengkapi syarat-syarat yang di ampunya maka bisa jadi pengadilan menunjuk 
pengawas bagi hak pengampuan karena boros itu, pengawas yang di tunjuk adalah 






sedarah, kejaksaan dan hanya boleh atas permintaan atas orang boros tadi tidak ada 
paksaan bagi orang tersebut36 
  Karena orang boros ini masih memiliki daya pikir yang sehat maka dari itu 
tidak harus ada paksaan bagi orang tersebut, pengampu untuk orang ini juga di awasi 
oleh Balai Harta Peninggalan karena untuk mengawasi pengampu untuk bisa 
menjalankan wewenang dan tugasnya.  
3. Pengampu Menurut Hukum Perdata  
  Untuk menjadi pengampu sangtlah tidak mudah karena identik 
berhubungan dengan harta benda dari orang yang menjadi hak Pengampuan tersebut, 
terlalu sensitve jika berhubungan dengan harta benda maka dari itu tidak sembarang 
orang menjadi pengampu, hanya para pihak keluarga sedarah saja yang bisa 
mengajukan menjadi pengampu di pengadilan ini, maka dari itu pengadilan yang 
berhak memutuskan siapa yang menjadi pengampu, hanya hakim yang bisa 
memutuskan hak pengampuan, pada dasarnya tidak semua orang mengajukan 
permohonan pengampu, ada peraturan yang di tetapkan oleh KUHPerdata. 
KUHPerdata sebagai pedoman untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengampu. 
  Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 434 ayat 1 KUPerdata bahwasanya 
keluarga sedarah yang berhak menjadi pengampu untuk hak pengampuan yang sakit 
otak, dungu dan mata gelap dan untuk hak pengampuan karena boros di ajukan sendiri 
ke pengadilan karena masih memiliki jiwa yang sehat sebagaimana atur dalam Pasal 
434 ayat 2 KUHPerdata. Permohonan akan pengampuan juga di atur dalam Pasal 435 
KUHPerdata dari pihak jawatan pengadilan juga berhak memohon pengampuan akan 
                                                          






orang tersebut dengan syarat tidak memili keluarga ataupun hubungan perkawinan 
dengan orang di bawah pengampuan itu. Dengan kata lain bukan hanya yang memiliki 
hubungan sedarah saja yang dapat mengajukan permohonan pengampuan, negara pun 
dapat ikut terlibat dalam mengajukan hak pengampuan. Di dalam Pasal 436 
KUHPerdata juga menjelaskan dalam mengajukan permohonan untuk orang yang d 
bawah pengampuan dapat di ajukan di pengadilan negeri setempat, yang mana orng di 
bawah pengampuan ini tinggal37  
  Sampai saat ini untuk pengampuan masih berpacu pada KUHPerdata pada 
zaman belanda ini, karena hingga saat ini belum ada hukum nasional yang mengatur 
tentang pengampuan, jika sampai saat ini belum ada hukum yang mengatur akan 
pengampuan ini maka sebagai pedoman tetap memakai KUHPerdata sebagai Undang-
Undang sebagai acuan akan pengampuan 
4. Wewenang Yang Berhak Menjadi Pengampu 
  Oleh karena itu Balai Harta Peninggalan (BHP) atau yang bisa juga di sebut 
Curattor harus dapat tanggung jawab atas kesalahannya dalam melakukan kewajiban 
pengurusan penyelesaian urusan untuk terampu. Sebagai manusia yang tak luput dari 
kesalahan maka pengampu ini juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum 
sebagaimana yang di atur oleh Pasal 1365 KUHPerdata, “setiap perbuatan pelanggaran 
hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya mengganti rugi kerugian yang di dapatkan orang itu, mengganti rugi 
tersebut”38. Pasal ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan wewenang sebagai 
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pengampu adalah sesuatu yang tidak jauh dari masalah atau dalam melakukan tugas 
tersebut melakukan kesalahan yang tidak di inginkan. Dalam menjalankan tugas 
sebagi pengampu tersebut. Kesalahan yang tidak di inginkan tersebut bisa terkait 
dirinya atau orang yang di ampu nya tersebut, oleh karena itu dalam pengampuan 
adalah di butuhkan juga orang yang dapat berfikir sebelum bertindak. Karena menjadi 
pengampu harus bertindak tanpa tergesa-gesa sehingga tidak melakukan kesalahan. 
Tindakan menjadi pengampu juga di awasi wewenang nya oleh pengampu pengawas 
yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) jadi tidaklah gampang menjadi seorang 
pengampu.39 
  Setelah mengajukan persyaratan ke pengadilan untuk hak pengampuan, 
maka hakim akan mengambil keputusan untuk orang yang di bawah pengampuan 
tersebut, akan tetapi harus terlebih dahulu mendengarkan para saksi-saksi untuk 
menyakinkan para hakim ketua maupun anggota. Setelah hakim mengambil keputusan 
untuk hak pengampuan maka sekaligus hakim juga akan memutuskan siapakah yang 
berhak menjadi pengampu.40 Setelah mendapatkan tugas sebagai pengampu akan 
banyak penambahan tanggung jawab dan wewenang bagi calon pengampu, setelah 
mendapatkan hak sebagai pengampu maka calon pengampu ini yang berasal dari 
keluarga sedarah terampu akan mendapatkan wewenang dari pengadilan negeri, hal 
ini berdasarkan putusan hakim yang sudah memutuskan hak pengampuan sekaligus 
pengampu, antara lain adalah menjual harta benda milik terampu tadi, intinya adalah 
untuk melakukan perbuatan hukum atas nama terampu terkait harta benda tersebut.  
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  Balai Harta Peninggalan (BHP) melakukan pengawasan terhadap seseorang 
pengampu untuk melindungi harta benda benda milik terampu. Dalam hal ini setelah 
pengadilan memutuskan hak pengampuan dan siapa yang menjadi pengampu maka 
yang harusnya lapor adalah pengampu ke Balai Harta Peninggalan (BHP) seperti yang 
tercantum dalam Pasal 362 KUHPerdata yang mengatakan bahwa “wali berwajib 
segera setelah perwalian mulai berlaku, di bawah tangan BHP mengangkat sumpah, 
bahwa ia akan menuaikan perwalian yang di percayakan kepadanya dengan baik dan 
tulus hati. Jika di tempat tinggal si wali dalam jarak lima belas pal dari itu tiada BHP, 
Pun tiada suatu perwakilan dari itu berkedudukan, maka sumpah boleh di angkat di 
Pengadilan Negeri atau pun di muka Kepala Pemerintah daerah tempat tinggal si wali, 
tentang pengangkatan sumpah itu di buat suatu surat dalam pemberitaan41 
C. Kewenangan Lembaga Yang Berhak Memberi Pengampuan  
1. Pengadilan Dalam Memberikan Hak Pengampuan  
  Yang berhak memberikan hak pengampuan adalah Pengadilan Negeri. 
prosedur normatif di Pengadilan Negeri ketika seseorang mengajukan permohonan 
pengampuan. Permintaan pengampuan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana 
orang yang ingin di taruh dalam pengampuan ini tinggal. Hal ini berdasarkan ketentuan 
Pasal 436 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua permintaan untuk pengampuan harus 
diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam 
orang yang dimintakan pengampuan42”, selanjutnya untuk proses permohonan sebagai 
berikut:  
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  Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan dengan sah orang-orang 
tersebut dalam Pasal yang di atur sebelumya, harus mendengar juga orang yang ingin 
di taruh dalam pengampuan, bila mana orang tersebut tidak mampu untuk hadir, maka 
pemeriksaan harus dilangsungkan di tempat tinggal yang ingin di taruh dalam 
pengampuan, oleh orang atau beberapa orang hakim yang ditunjuk untuk itu, disertai 
panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh para pihak dari kejaksaan. 
  Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak 
sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada 
kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri 
kejaksaan, yang tidak perlu dihadiri jawatan kejaksaan, harus dibuat berita acara yang 
Salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Pasal 439 KUHPerdata. 
Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan 
itu diberitahukan surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat anggota 
keluarga. 
  Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar keterangan dengan sah keluarga 
sedarahnya atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan 
pengampuan, setelah itu hakim meberikan pendapat bahwa telah cukup keterangan 
yang diperoleh, maka dengan itu Pengadilan juga dapat memberi keputusan tentang 
surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal sebaliknya Pengadilan 
Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa yang 
dikemukakannya menjadi jelas. Pasal 440 KUHPerdata. Setelah mengadakan 






mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang 
orang yang dimintakan pengampuannya.   
  Pasal 441 KUHPerdata Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam 
Pasal 439, bila ada alasan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus 
sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan 
pengampuannya.  
  Putusan tentang pengampuan harus di umumkan dalam sidang terbuka, 
setelah mendengar saksi-saksi dengan sah semua pihak berdasarkan kesimpulan jaksa, 
Pasal 442 KUHPerdata. 
Syarat kelengkapan dokumen pengampu yang dibutuhkan ialah : 
A. Identitas yang ingin menjadi pengampu; 
B. Identitas orang yang ditaruh dalam pengampuan; 
C. Kartu Keluarga orang yang ditaruh dalam pengampuan; 
D. Surat Keterangan Sehat orang yang berada dibawah pengampuan; 
E. Surat Permohonan yang memuat keterangan/alasan orang yang ditaruh 
dibawah pengampuan.  
 
Berikut ini adalah syarat-syarat dan wewenang pengadilan negeri dalam melakukan 
proses orang di bawah hak pengampuan sebagaimana di atur dalam pasal-pasal di 
KUHPerdata tentang permohonan pengampuan, penulis melakukan peneletian di 
pengadilan negeri tegal maka dari itu proses pengampuan tidak jauh berbeda dengan 
apa yang di jelaskan di atas tersebut.  
2. Balai Harta Peninggalan (BHP) 
  Wewenang dari BHP ialah sebagaimana yang di jelaskan di Pasal 336 
KUHPerdata di tunjuk sebagai wali pengawas, di dalam setiap adanya perwalian. Di 






BHP bertugas sebagai pengurus harta peninggalan harta yang tidak hadir yang di 
jelaskan di Pasal 463 KUHPerdata. 
  Sejarah dari BHP, BHP pada awal pembuatannya di awali masuknya VOC 
ke negara ini tahun 1596 menjadi pedagang, pada tahun tersebut di Indonesia masih 
dalam keadaan berperang melawan penjajah daari belanda, dengan banyaknya warga 
negara belanda yang menghasilkan kekayaan di Indonesia, maka guna mengurus harta 
kekayaan yang ahli waris nya meninggal dunia akibat peperangan maka di bentuk lah 
BHP ini pada tanggal 1 Oktober 1624 bertempat di Jakarta, seiring perubahan sistem 
hukum di indonesia tahun 1987, semua perwakilan BHP di hapuskan di Indonesia 
sesuai putusan menteri kehakiman nomor (M.06-PR.07.01 tahun 1987) hingga saat ini 
haya ada 5 Balai Harta Peninggalan di Indonesia43 yaitu, Jakarta, Semarang, Surabaya, 
Medan dan Makasar. masing-masing wilayah memiliki wilayah kerja masing-masing. 
  Tugas dan fungsinya dari Balai Harta Peninggalan mewakili dan mengurus 
untuk kepentingan orang-orang yang karena keputusan hakim tidak dapat menjalankan 
sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Fungsi dari BHP ialah: 
1) melaksanakan penyelesaian masalah dalam perwalian, pengampuan 
karena ketidakhadirannya dalam meninggalkan harta peninggalan yang 
tidak ada kuasanya dan tugas lain-lain yang diatur dalam per undang-
undang 
2) melaksanankan pembukan dan pendaftaran dalam membuat surat wasiat 
sesuai yang di atur dalam perundang-undangan  
                                                          






3) menyelesaikan masalah kepailitan sesuai denga peraturan yang ada di per 
Undang-Undangan  
Berikut adalah tugas dan fungsi dari balai harta peninggalan yang di atur dalam 
undang-undang KUHPerdata balai harta peninggalan juga bisa di perwalian dan 
pengampuan di mana di pengampuan di atur dalam Pasal-Pasal KUHPerdata 
berikut adalah kejelasan BHP yang di atur dalam undang-undang KUHPerdata : 
a) Pasal 366 dan Pasal 359 terakhir KUHPerdata, selaku wali pengawas dan 
wali sementara untuk perwalian. 
b) Pasal 384 dan 449 KUHPerdata untuk pengampu anak dalam kandungan 
dan pengampu pengawas dalam pengampuan  yang di atur dalam BHP 
(balai harta pengawasan)  
c) Pasal 937 dan 942 KUHPerdata untuk membuat surat wasiat tertutup atau 
yang bisa di sebut rahasia dan wasiat terbuka. 
d) Pasal 1126 s/d Pasal 1130 KUHPerdata Jo. Untuk pengurusan harta yang 
tidak terurus atau tidak ada kuasanya sebagai ahli waris harta tersebut. 
e) Pasal 463 KUHPerdata jo. Dan Pasal 61 Staatsblaad 1872/162 mewakili 
dan mengurus harta orang yang tidak hadir dalam persidangan.44 
Penjelasan di atas adalah dasar hukum dan tugas dari BHP (Balai Harta Pengawasan) 
dalam perwalian atau pengampuan yang di atur dalam KUHPerdata di mana BHP juga 
dapat menjadi Pengampu Pengawas yang sebagaimana di atur Pasal 449 KUHPerdata.  
Adapun kewajiban-kewajiban dari pengampu pengawas ini yang di tunjuk oleh hakim 
ketua di pengadilan bahwasan nya sebenarnya BHP (balai harta peninggalan) ini 
                                                          






berperan penting dalam pengampuan karena melakukan pengawasan terhadap wali 
dari orang yang mendapatkan hak pengampuan ialah: 
A. membuatkan pencatatan harta untuk orang yang sedang di urusnya  
B. membuat daftar pencatatan harta untuk wali pengawas, surat-surat lain 
uang kontan, kertas-kertas berharga di bawa ke kantor BHP 
C. memperhatikan wali dari orang di bawah umur seperti anak-anak yang 
belum dewasa, untuk mengurusi harta dari anak tersebut sesuai dengan 
Pasal 464 KUHPerdata  
D. setiap tahun memberikan pertanggung jawaban pada jaksa dengan 
memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek sesuai dengan 
Pasal 465 KUHPerdata. 
Penjelasan di atas adalah bagaimana BHP bekerja sebagai pengampu pengawas yang 
sebagaimana di jelaskan di dalam KUHPerdata. Tetapi fakta di lapangan jarang yang 
melapor kepada kantor BHP setelah mendapatkan wali dari orang yang di bawah 
pengampuan dari hakim di pengadilan. Mungkin karena kantor BHP yang masih 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Bagaimana Pengaturan Hak Pengampuan Di Dalam Hukum Perdata. 
   Di dalam hak pengampuan yang di atur pada buku kesatu tentang orang atau 
individu. Bisa juga disebut hukum keluarga yang berisi tentang perkawinan, 
hubungan orang tua dan anak, perwalian dan pengampuan, karena adanya 
pengampuan, seseorang yang sudah dewasa karena kondisi mental yang tidak dalam 
kondisi normal pada umumnya maka orang itu dapat di taruh dalam pengampuan 
maka orang itu di beri kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa.45  
   Jika dilihat dari KUHPerdata tidak ada Pasal khusus yang mengatur 
mengenai pengampuan, apa yang di maksud dengan pengampuan juga tidak ada di 
kitab ini, melainkan hanya ada Pasal-Pasal yang mengatur apa itu pengampuan yang 
di atur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462, Pasal 433 yang berisi “Setiap orang 
yang sudah  dewasa yang selalu dalam keadaan bodoh tidak dapat berpikir, sakit 
otaknya atau gelap mata harus di taruh dalam pengampuan, pun jika ia kadang 
kadang cakap dalam pikiran nya. seorang dewasa juga di taruh di bawah pengampuan 
karena sifat boros nya”, pun jika ia dapat menggunakan pikirannya, seseorang 
dewasa boleh juga di taruh di bawah pengampuan karena keborosannya. 
   Pengaturan pengampuan juga masih di gabung dalam perwalian, sehingga 
aturan dari perwalian bisa berlaku dalam pengampuan, pengampuan hakekat nya 
adalah bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu di khususkan untuk orang yang yang 
sudah dewasa akan tetapi terjadi suatu hal, keadaan fisik dan mental yang kurang 
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sempurna, sehingga dia tidak dapat leluasa, adapun alasan-alasan lain yang bisa 
menjadi di taruh di bawah pengampuan46 antara lain ialah 
a) terganggunya kesehatan pikiran  
b) lemahnya pikiran  
c) dan sifat boros pada seseorang 
 pengampuan hanya bisa di dapatkan oleh adanya putusan hakim di pengadilan, hakim 
memutuskan pengampuan atas dasar saksi-saksi dan hal-hal di perlukan di dalam 
pengampuan. Hakim yang berwenag ialah hakim pengadilan dari orang yang ingin 
di taruh di bawah pengampuan ini tinggal. 
   Penetapan pengampuan juga sebagai alat bukti yang pasti sehingga 
mempunyai peran penting untuk suatu hubungan hukum ataupun  dalam suatu tindak 
hukum yang di lakukan dalam kehidupan sehari, dengan adanya penetapan 
pengampuan maka akan lebih jelas hak dan kewajiban dari terampu dan yang di 
angkat menjadi pengampu untuk menjadi kepastian dalam hukum sehingga 
kehidupan sehari-hari akan di terima di masyarakat. Penetapan pengampuan di 
pengadilan untuk mendapatkan hak dan hukum yang baru dalam peristiwa dalam 
hukum, dalam menetapkan suatu pengampuan penetapan nya di buat dengan adanya 
permohonan dari keluarga terampu, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para 
pihak.47 
   Permintaan akan pengampuan di ajukan di pengadilan negeri yang mana 
orang di bawah pengampuan itu tinggal serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat 
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di periksa oleh hakim, begitu pula dengan anggota keluarga orang yang di bawah 
pengampuan itu di periksa dan orang yang ingin di bawah pengampuan pun akan di 
minta keterangan oleh hakim. Jika hakim memutuskan di anggap perlu untuk 
melanjutkan maka hakim menganggkat seorang pengawas guna megurus 
kepentingan pribadi dari orang itu. 
   Setiap orang yang tak cakap melaksanakan hak dan kewajibannya tidak 
selalu dapat melakukan hak dan kewajibanya dengan sendirinya, pada dasarnya 
setiap orang dapat melakukan kewenangan dalam hukum, tetapi ada pula orang yang 
tak cakap dalam bertindak di kewenangan hukum, ada subyek hukum yang di anggap 
tidak dapat bertindak sendiri, orang tersebut adalah golongan yang tidak dapat 
bertindak sendiri atau yang tidak cakap dalam bertindak.48 
   Di dalam hukum perdata juga mengatur tentang apa yang di maksud dengan 
subyek hukum, yang di maksud subyek hukum adalah orang yang dapat mempunyai 
hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap 
dalam hukum untuk mempunyai hak,49 akan tetapi tidak semua subyek hukum 
mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai kewenangan dalam hukum 
sehingga orang yang, termasuk contohnya kondisi mental yang tidak normal 
sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum,  
   Hukum perdata juga mengatur tentang hak keperdataan setiap orang 
memiliki hak dalam keperdataan yang sama, setiap orang berhak, namun juga tidak 
semua orang memiliki kewenangan berbuat, kewenangan dalam berbuat juga pada 
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hakekatnya adalah melaksanakan kewajiban, orang yang melalaikan kewajiban dapat 
di kenakan sanksi50 
   Dalam pengampuan juga bisa suami atau istri meminta pengampuan, untuk 
mendapatkan pengampuan untuk suami atau istri nya. Dalam hal lain yang biasanya 
menjadi pemegang hak untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi si calon 
terampu adalah keluarga sedarahnya atau suami atau istri nya dan yang paling berhak 
menjadi pengampu adalah suami atau istrinya jika terampu sudah melakukan 
perkawinan,51 dengan tidak ada nya kewajiban kepada si istri untuk menggenakan 
sesuatu bantuan atau kuasa apapun juga, guna menerima pengangkatan itu sendiri. 
   Pengampuan sendiri juga sebenarnya bagian dari perwalian yaitu di 
peruntukan untuk orang dewasa yang kondisi mental atau fisik nya kurang sehat, 
orang ini tidak dapat leluasa di masyarakat,52 di dalam pengampuan juga terdapat asas 
yang di sebut asas kebebasan berbuat oleh orang yang di bawah pengampuan, yang 
bisa juga disebut kurandus, antara lain adalah: 
  1.dalam hal perkawinan, orang yang di bawah pengampuan karena  
    boros  atau  mabuk, begitu pula bagi orang yang di bawah  
    pengampuan yang lemah akal budi dan fisiknya. 
  2. seseorang yang di bawah pengampuan apabila sudah menikah,  
     harus meminta bantuan kepada pasangannya apabila ingin    
     mengurusi surat domisili. 
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3. dalam membuat perjanjian perkawinan harus meminta bantuan  
     dari pengampu nya untuk mengurusi perkawinan tersebut. 
4.  tidak bisa menjadi wali  
5. dilarang menjalankan kekuasaan dari orang tua dari orang di bawah     
     pengampuan tersebut. 
6. tidak bisa mendapatka harta bersama dari warisan karena keadaan sakit 
     mental nya. 
7. dan, tidak bisa meminta pembubaran kebersamaan harta dalam  
     perkawinan  
 Dari penjelasan di atas jika disumpulkan bahwa kekuasaan orang tua, perwalian  dan 
pengampuan adalah pengawas dalam hubungan hukum untuk orang yang tidak cakap 
dalam bertindak.53 Berikut adalah perbedaan dari kekuasaan orang tua, perwalian dan 
pengampuan:54 
A. Kekuasaan Orang Tua : kekuasaan asli dari orang tua kandung 
yang masih terikat dalam perkawinan, terhadap anak yang belum 
dewasa sehingga masih perlu kekuasaan dari orang tua kandung. 
B. Perwalian : pemeliharaan dan bimbingan yang di lakukan oleh si 
wali, yaitu bapak atau ibu kandung nya yang tidak dalam ikatan 
dalam perkawinan lagi dan untuk yang belum dewasa atau cukup 
umur sehingga masih memerlukan wali. 
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C. Pengampuan : pemeliharaan terhadap orang yang tidak dapat ber 
lalu lintas dalam hukum sehingga memerlukan pengampu untuk 
menjadi layak di mata hukum, pengampu tersebut adalah keluarga 
sedarah dari orang yang tidak layak di mata hukum tersebut. 
   Setelah melakukan pembahasan pengampuan maka di setiap orang di taruh 
di bawah pengampuan akan ada juga pengampu, di dalam hukum perdata juga 
mengatur tentang kriteria-kriteria dan kewenangan untuk menjadi pengampu, untuk 
menjadi pengampu cukup sulit karena di letakkan nya nasib seseorang yang di taruh 
dalam pengampuan, pengampu memegang peranan untuk mengubah seseorang 
menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu untuk menjadi pengampu harus memenuhi 
kriteria-kriteria khusus seperti yang di tentukan dalam KUHPerdata. Pendapat dari 
para ahli hukum juga mendefinisikan tentang persyaratan untuk menjadi pengampu 
baik itu dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun garis lurus kebawah 
atau bisa juga siapa yang berhak menjadi pengampu sesuai dengan penunjukan 
hakim tersebut. 
   Pada hakekat nya syarat untuk menjadi pengampu tidaklah sulit karena tidak 
bersifat memaksa karena tidak menunjuk pada satu anggota keluarga saja dalam 
artian bukan hanya orang tua saja melainkan bisa jadi kakak atau adik dari terampu 
pun dapat menjadi pengampu, hanya saja harus ada persyaratan yang harus di penuhi 
untuk mendapatkan kedudukan menjadi pengampu bagi seseorang.55 Hal tersebut 
diatur dalam Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:  
                                                          





1. keluarga sedarah berhak meminta pengampuan akan saudara sedarah 
nya, atas dasar keadaan nya yang sakit otak, dungu atau mata gelap  
2. berdasarkan atas keborosanya, hanya boleh di minta oleh para keluarga 
sedarahnya dalam garis lurus dan semenadanya dalam garis menyimpang 
sampai dengan derajat ke empat  
3. sedangkan untuk yang kelemahan akalnya akibat tidak cakap mengurus 
kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baik nya di perbolehkan 
meminta pengampuan atas nama diri sendiri 
 jadi dapat dilihat dalam Pasal 434 adalah, tidak semua orang dapat menjadi 
pengampu hanya orang yang memiliki hubungan keluarga saja yang dapat menjadi 
pengampu. Hukum mengartikan hanya orang yang memiliki hubungan saja yang 
dapat mengajukan dan di tetapkan sebagai pemeang hak dalam pengampuan setelah 
suami atau si istri si pengampu. Bahkan terhadap saudara akibat perkawinan pun, 
hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah saja sebagai 
pemegang pengampuan.56 
   Bagi pelaku pemboros atau yang suka menghamburkan harta nya juga bisa 
mendapatkan pengampuan karena di atur juga dalam Undang-Undang Hukum 
Perdata, untuk menjadi pengampu bagi pemboros adalah suami atau istrinya karena 
bagi pelaku pemboros ini tidaklah sakit jiwa karena sehat akal nya. Tapi tidak juga 
suami atau istrinya yang menjadi pengampu bagi orang pemboros ini. Karena hakim 
yang memutuskan siapa yang paling berhak menjadi pengampu, karena hakim 
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melakukan pemeriksaan dan pertimbangan selama persidangan, jika selama 
persidangan tidak memenuhi syarat maka hakim memutuskan akan mengangkat 
orang lain atau dengan diawasinya dari perkumpulan-perkumpulan Balai Harta 
Peninggalan57. Jika lemah daya pikiran atau sakit otak, orang di taruh dalam 
pengampuan yang menjadi pengampu adalah keluarga sedarah, suami-isteri dan 
pengadilan, dalam hal lemah daya pikiran hanya orang yang memiliki hubungan 
darah saja yang dapat menjadi pengampu. Lain hal nya bagi pengampu terhadap 
pelaku pemboros karena orang yang di taruh dalam pengampuan akibat boros ini 
 masih sehat akal, hanya lemah jasmani nya saja karena hakim ingin menghindari 
adanya paksaan bagi terampu ini, untuk pengampu karena keborosan hanya untuk 
mengurus keperluan untuk di jalur hukum saja. 
   Setelah keluarga melakukan pengajuan permohonan pengampuan di ajukan 
di pengadilan, maka hakim akan memberikan putusannya dalam sidang terbuka, 
mendengarkan para pihak-pihak saksi untuk mejadi saksi telah di panggil secara 
langsung untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan pengampuan, 
turut pula pengampu mendapat kewenangnya dalam bertugas menjadi kurator58 
   Setelah di angkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangannya pengampu 
adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di 
taruh di bawah pengampuan, dalam hal yang di perlukan maka pengampu 
berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang di perlukan bagi orang yang 
di ampunya, orang yang di taruh di  bawah pengampuan tersebut. Pengampu 
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melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang ampu nya dan pengampu 
melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi orang orang di ampunya.59 
   Adapun tugas-tugas kewenangannya sebagai pengampu yang berasal dari 
anggota eluarga sedarah adalah mewakili seseorang yang di ampu untuk melakukan 
tindakan hukum. Karena keterbatasanya melakukan perbuatan lalu lintas dalam 
hukum untuk dirinya sendiri. Kekuasaan terhadap anak dari orang yang di taruh di 
bawah pengampuan , di pegang oleh keluarga sedarah yang menjadi pengampu, jika 
orang tua yang lain tidak dapat melaksanakan kekuasaan oarng tua mereka,60 di 
jelaskan pula di Pasal 453 KUHPerdata.   
   Jika disimpulkan tugas dan kewenangan nya dari pengampu keluarga adalah 
dijelaskan dalam Pasal di Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata  : 
A. pengampu melakukan urusan pribadi dan harta kekayaan pihak dari yang 
di ampu Pasal 449 jo, Pasal 441 KUHPerdata. 
B. pengampu dapat melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang 
terkait dengan kepentinga si terampu, misalnya dalam hal menggantikan 
si terampu dalam sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas         
anak si terampu yang belum dewasa atau masih anak-anak, Pasal 453 
KUHPerdata. 
 Oleh karena itu sebagai pengampu haruslah bertanggung jawab dalam mengurusi dan 
melakukan kewajiban dari terampu, karena sebagai manusia sebagai pengampu yang 
tidak sempurna pasti dalam menjalankan tugas tidak luput dari keasalahan atau 
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bahkan pengampu melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang di jelaskan 
dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, 
yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”  
   Dalam Pasal 1365 ini menggambarkan bahwa dengan mengembankan tugas 
menjadi pengampu termasuk wewenang nya akan memperlebar kesempatan untuk 
orang tersebut melakukan kesalahan dengan dirinya atau malah yang bertambah 
tugasnya pengampu semakain lalai akan tugasnya sebagai pengampu,61 sebenarnya 
juga pengampu di awasi oleh pengampu pengawas yang berasal dari kantor BHP 
(Balai Peninggalan Harta) jadi sedikit sulit untuk menjadi pengampu.62 
   BHP melakukan tugas sebagai pengampu pengawas hal ini dilakukan untuk 
melindungi orang yang di taruh di bawah pengampuan unruk melindungi harta benda 
yang di milikinya, Dalam memiliki pengampu pengawas harusnya  pengampu lah 
yang lapor kepada kantor BHP untuk melapor bahwa dirinya pengampu untuk 
seorang yang di taruh dalam pengampuan.63 Jika pengampu sudah mendapatkan 
pengesahan dari pengadilan maka pengampu harusnya melaporkan kepada kantor 
BHP. Sesuai yang ada di Pasal 362 KUHPerdata.  
   Jika pengampu tidak melapor kepada kantor BHP maka tidak ada pengampu 
pengawas bagi pengampu, sesebenarnya melapor adalah untuk melindungi 
kepentingan orang yang di taruh di bawah pengampuan uttuk melindungi harta benda 
yang dimilikinya. Di pengadilan juga tidak langsung menunjuk pengampu pengawas 
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untuk mengawasi pengampu, karena hal tersebut bukan tugas hakim untuk 
memberikan pengampu pengawas untuk pengampu, melainkan harus dari kesadaran 
sendiri untuk mendaftarkan ke kantor BHP. Hakim memberikan pengampu 
pengawas jika pada saat persidangan tidak ada yang ingin menjadi pengampu maka 
hakim akan meunjuk pengampu pengawas yaitu BHP. Tapi jika sudah ada yang 
bersedia menjadi pengampu dari keluarga orang yang di taruh di bawah pengampuan, 
maka pengampu dari keluarga tersebut meminta langsung ke kantor BHP untuk 
memintakan hak menjadi pengampu dari orang yang di taruh di bawah pengampuan 
tersebut.64 
   Di indonesia sendiri jarang sekali pengampu yang melaporkan ke kantor 
BHP bahwa dirinya sedang menggembankan tugas menjadi pengampu, oleh karena 
itu BHP mengalami kesulitan mendata siapa yang menjadi pengampu dan siapa yang 
di ampu. BHP sendiri memiliki prinsip kerja “bukan kita yang datang menjemput 
bola, melainkan bola tersebut yang datang kepada kita.” Prinsip kerja ini bukannya 
BHP tidak peduli melainkan tidak ada aturan untuk BHP mendata lalu mendatangi 
pengadilan untuk meminta menjadi pengampu pengawas, jadi bila pengampu tidak 
datang ke kantor BHP maka tidak ada yang di tugaskan untuk menjadi pengampu 
pengawas untuk kasus pengampuan di pengadilan. 
   Hak untuk menjadi pengampu di tentukan dalam Undang-Undang, 
pengadilan lembaga yang berwenang menetapkan siapa yang menjadi pengampu 
seperti yang di sebutkan di atas bahwa menjadi pengampu harus memenuhi syarat-
syarat yang harus di penuhi dan ada kewenangan nya yang di harus di jalankan, 
                                                          





sebagai orang yang di bebani oleh tugas, maka terdapat hak-yang di berikan untuk 
menjadi pengampu. Biasanya sebelum menjadi pengampu untuk terampu biasanya 
pengampu sudah tinggal bersama–sama dengan terampu mengurusi keperluan dan 
lain-lain si terampu. Maka untuk menguatkan dalil-dalil untuk menjadi pengampu 
yang di tetapkan dalam pengadilan karena hal tersebut merupakan persyaratan untuk 
menjadi pengampu dalam waktu yang di tentukan. 
    Menjadi pengampu juga dapat berakhir bila pengampu melakukan 
kesalahan terhadap orang yang di ampunya, hak untuk menjadi pengampu bisa di 
cabut bila pengampu melakukan apa yang di lakukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 
Perbuatan melawan hukum yang di lakukannya akan berakibat  untuk tidak bisa 
menjadi pengampu lagi, pencabutan di lakukan akibat pengampu kurang hati-hati 
dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas nya. Pada setiap hak untuk 
menjadi pengampu dapat di lakukan pencabutan apabila ia menyalahgunakan hak-
hak nya. Menyebabkan ganti rugi terus menerus dan secara nyata di lihat oleh 
pengampu pengawas bila pengampu lapor kepada kantor BHP. Pengampu 
melakukan pemindahan hak terhadap harta-harta benda milik terampu untuk 
memperkaya diri sendiri, hal tersebut dapat menjadi penyebab di cabutnya hak 
pengampu oleh pengadilan karena menjual seluruh harta benda milik terampu dan 
bertindak sewenang-wenang65, akan tetapi bisa jika menurut para pihak dari keluarga 
yang lain bermusyawarah untuk memberikan harta untuk pengampu karena sudah 
melakukan tugasnya dengan baik jadi boleh ikut menikmati harta kekayaan milik 
                                                          





terampu66. Pencabutan ini dilakukan dengan yang di tetapkanya Pasal-Pasal yang 
terdapat dalam pasal 380 KUHPerdata di terangkan bahwa hak mengurus orang yang 
di wakili ini dapat di cabut di sebabkan oleh sebagai berikut di bawah ini: 
1) jika terbukti berlakuan buruk 
2) mereka yang dalam tugas nya mengabaikan kewajiban  
3) mereka dalam keadaan pailit 
4) mereka yangg di jatuhi hukum tetap karena kejahatan atas orang yang di 
ampu nya 
5) pengampu yang di jatuhi hukuman penjara 2 tahun lebih 
 Menurut Pasal 381 KUHPerdata adalah yang berhak memutuskan hak menjadi 
pengampu adalah pengadilan negeri yang menetapkan orang tersebut menjadi 
pengampu. Untuk memutuskn perkara ini pengadilan negeri melakukan sidang 
tertutup dan sesingkat mungkin di bacakan penetapanya. Pasal 382 KUHPerdata jika 
terbukti sah melanggar maka pengadilan mencabut hak untuk menjadi pengampu 
untuk pengampuan ini. 
   Hukum islam juga mengatur bagaimana pengampuan itu terjadi dengan 
istilah al-hajr, dalam hukum islam al-hajr di bedakan menjadi 2 macam jenis yaitu: 
A. Pengampuan dalam hukum islam yang pertama ialah pengampuan 
terhadap diri atau  jiwa seperti pengawasan yang di lakuakan terhadap 
anak kecil atau yang belum dewasa, yang dalam keadaan kondisi mental 
nya sakit atau sakit jiwa. 
                                                          





B. pengawasan untuk orang lain, yang di lakukan untuk pengawasan 
terhadap orang yang sudah dinyatakan pailit, dalam rangka membantu 
orang ini dalm mengelola harta benda nya guna melindungi hak-hak 
terhadap kreditur. 
Ulama-ulama dari berbagai mahzab juga berpendapat tentang al-hajr, contohnya dari 
mahzab hambali dan syafi’i, Al hajr adalah larangan terhadap seseorang untuk 
melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang 
di tujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu atau mucul dari hakim, 
seperti halnya melarang pedagang untuk menjual barang melebihi harga pasar.67 
  Hukum perdata juga mengatur berakhirnya pengampuan, pelaksanaan 
dalam pengampuan juga dapat di mulai dan juga dapat berakhir, pengampuan yang 
dapat berakhir contoh nya di sebabkan hal-hal yang tidak di inginkan untuk 
berakhirnya pengampuan, permohonan berakhirnya pengampuan dapat di lakukan 
oleh pengampu di pengadilan yang meminta permohonan pengampuan, tetapi para 
ahli hukum berpendapat bahwasanya berakhir nya pengampuan dapat dimintakan 
oleh terampu itu sendiri, berakhirnya pengampuan terdapat dalam 2 bagian secara 
absolut dan relatif 68berikut penjelasannya di bawah ini  
a. Secara absolut, yaitu berakhir disebabkan oleh:  
 Meninggal nya kuraandus  
 Adanya putusan dari pengadilan bahwa pengampuan telah 
berakhir 
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Sesuai yang di atur dalam Pasal 460 KUPerdata di jelaskan bahwasanya 
“pengampuan akan berakhir jika adanya penetapan berakhirnya yang pasti, apabila 
sebab-sebab mengakibatkannya telah tidak ada, pengampuan akan hilang, karena 
sebabnya pengampuan telah tidak ada.” 
b. secara relatif, yaitu berakhir di sebabkan oleh: 
 Pengampu telah meninggal  
 Pengampu telah berakhir menjalankan tugasnya  
 Suami di angkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai 
sebagai kurandus  
Di dalam Pasal 459 juga menjelaskan bahwa untuk menjadi pengampu atas orang 
lain tidak boleh lebih dari delapan tahun, kecuali pengampu adalah suami atau isteri 
atau keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah atau ke atas. 
  Sampai dengan saat ini pengaturan mengenai pengampuan belum di atur 
dalam hukum dari produk sendiri, masih menggunakan produk Undang-Undang dari 
jajahan dari belanda, maka bab VI KUHPerdata tentang pengampuan Pasal 433 dan 
434 dapat di jadikan pedoman untuk pengampuan.69 Adapun pihak-pihak yang dapat 
mengajukan permohonan pengampuan yang di tentukan oleh Undang-Undang, dan 
orang ini pula juga dapat mengajukan berakhirnya terhadap suatu pengampuan di 
pengadilan, untuk berakhir nya pengampuan ini juga bisa di akibatkan karena orang-
orang ini yang meminta berhenti menjadi pengampu untuk terampunya, orang-orang 
ini adalah keluarga sedarah dari terampu itu sendiri.  
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  Karena untuk mengajukan permohonan pengampuan telah di atur dalam 
Pasal-Pasal KUHPerdata maka untuk berakhirnya pun terdapat aturan nya dan 
prosedur nya. Prosedurnya jelas dan kemana di tujukan kepada siapa dan ada juga 
pihak-pihak yang berhak mengajukan berakhirnya pengampuan, orang-orang yang 
mengajukan pengampuan dapat meminta berakhirnya untuk pengampuan kembali. 
Dan pihak-pihak yang dapat meminta permohonan pengampuan adalah suami atau 
isteri dan juga keluarga sedarah garis lurus ke bawah atau keatas. Untuk pengampuan 
karena keborosannya yang berhak mengampu adalah keluarga nya dan semendannya. 
Hal tersebut di jelaskan di Pasal 433 ayat 2 KUHPerdata.70 Jika ingin berakhirnya 
pengampuan bisa lewat permohonanya sendiri yaitu dengan menggunakan saksi-
saksi yang di dengar langsung oleh hakim di pengadilan di mana yang dengar adalah 
telah hilangnya sifat boros darinya atau pihak dari keluarga nya yang mengajukan 
permohonan pengampuan tersebut. 
  Setiap orang yang menjadi pengampu hanya bisa delapan tahun, 
sealanjutnya masa itu pengampu bisa berhenti dan akan di kabulkan oleh hakim di 
pengadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku jika keluarga sedarahnya dan 
suami atau isteri yang menjadi pengampu semua orang ini tidak dapat mebebaskan 
diri setelah waktu delapan tahun71. Pembebasan untuk pengampuan harus 
memperhatikan tata cara yang di tentukan dalam Undang-Undang seperti 
mengajukan permohonan pengampuan, akan tetapi jika terampu sendiri yang 
memohon ingin berakhirnya pengampuan untuk dirinya maka tidaklah dapat 
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menikmati kembali hak-hak yang dulu sebagi orang dalam pengampuan sebelum 
memiliki hukum yang pasti.   
  Di pasal 461 KUHPerdata dijelaskan bahwasanya pembebasan untuk 
pengampuan harus di umumkan. Sama dengan menaruh orang dalam pengampuan, 
dengan penjelasan tersebut maka dengan kata lain siapa yang berhak mengajukan 
permohonan pengampuan ke pengadilan, jika tidak ada alasan untuk pemecatan atau 
pembebasan untuk dirinya dari kewajiban untuk mengampu maka sampai 
berakhirnya yang di tentukan dalam Undang-Undang sudah diatur. Di ajukan juga 
untuk lewat permohonan ke pengadilan dan tentunya sudah di atur dalam Undang-
Undang yang berlaku di hukum Indonesia. Walaupun bukan dari hukum nasional, 
tidak harus di lakukan oleh siapa saja selain yang di atur oleh peraturan perundang-
unadangan. Akan tetapi penghentian pengampuan itu tidak dapat di berikan, selain 
memperhatinkan tata cara yag di tentukan oleh Undang-Undang guna memperoleh 
pengampuan tersebut. Karena itu orang-orang yang di taruh di bawah pengampuan 
dan berakhir maka orang-orang itu tidak bisa mengambil hak-hak nya sebelum 
adanya putusan tentang berakhirnya memiliki dasar hukum yang pasti. Berakhirnya 
pengampuan harus segera di umumkan dalam Berita Negara.72 
  Sesuai yang di jelaskan di atas bahwa pengampuan masih di atur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pasal 433-461 belum ada hukum 
nasional yang mengatur tentang pengampuan ini, pengampuan masih diatur 
menggunakan hukum belanda. Hakim juga berpedoman pada KUHPerdata dan para 
ahli hukum untuk memutuskan menaruh orang di bawah pengampuan. 
                                                          






B. Bagaimana Prosedur Hukum Mendapatkan Hak Pengampuan Di Pengadilan 
Negeri Klas IA Kota Tegal. 
   Pengampuan hanya didapatkan dengan datang ke pengadilan yang di 
tangani langsung oleh hakim, siapa saja berhak memancing suatu putusan hakim 
untuk mendapatkan pengampuan, hal tersebut tergantung siapa saja dari mana dasar-
dasar yang di perlukan dalam pengampuan73 
   Dalam mengajukan prosedur permohonan pengampuan ini, di atur oleh 
Undang-Undang di berikan sejumlah ketentuan khusus, namun kita tidak tahu pasti 
bahwa aturan-aturan ini telah diatur secara lengkap segala sesuatu mengenai prosedur 
itu. Dalam menjalani proses pemeriksaan pengadilan terhadap seseorang untuk 
menetapkan orang lain yang sudah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan boros, 
dungu, sakit ingatan,(gila) atau mata gelap, sesuai dalam Pasal 433 KUHPerdata 
berhak mengajukan pengampuan. 
1. harus mengajukan permohonan pengampuan ini ke pengadilan negeri, 
sehingga pengadilan tidak dapat meletakan seseorang dalam 
pengampuan tanpa adanya permohonan dari keluarga sedarah yang ingin 
menjadi pengampu. Untuk mengajukan pengampuan harus jelas 
keterangan dan saksi-saksi yang dapat di periksa oleh hakim yang 
menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan hak-hak dalam 
pengampuan.  
                                                          






2. setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadapa orang yang ingin di taruh 
pengampuan ini, pemeriksaan ini tidak akan berlangsung sebelum 
pengampu dari keluaga ini memuat surat permintaan dan laporan yang 
memuat dari para pihak keluarga bahwa orang ini pantas masuk dalam 
hak pengampuan. Pemeriksaan di pengadilan juga harus menyerahkan 
bukti-bukti lainnya seperti akta nikah jika orang yang di taruh dalam 
pengampuan sudah menikah, kartu keluarga, kartu identitas diri dan yang 
paling penting surat keterangan dari rumah sakit jiwa bahwa orang ini 
gila dan layak untuk di taruh dalam pengampuan sehingga tak layak 
melakukan perbuatan hukum74 Setelah proses ini sudah di lakukan maka 
pengampu di pengadilan untuk melakukan proses persidangan dengan 
hakim, hakim akan lakukan sesi tanya jawab kepada pengampu. 
3. jika pengadilan berpendapat bawasanya peristiwa-peristiwa itu cukup 
penting guna berdasarkan untuk pengampuan, maka perlu di dengar dari 
keluarga sedarah atau keluarga semenda,75 hal ini menjadi yang 
terpenting karena untuk calon orang yang ingin di taruh dalam 
pengampuan agar tidak ada perkara suatu saat nanti. 
4. setelah melakukan pemeriksaan lalu orang yang di taruh dalam 
pengampuan di panggil untuk melihat dan menanyakan keadaan dirinya, 
jika masih mampu menghadiri sidang tersebut, pemeriksaan ini di 
lakukan untuk melihat bagaimana keadaanya jika orang yang di taruh 
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dalam pengampuan karena keborosannya maka dapat di panggil, tapi lain 
lagi dengan orang di taruh pengampuan adalah gila sehingga tak dapat 
melakukan pemanggilan, cukup dengan keterangan dari pihak keluarga 
atau semendanya, jika si calon terampu tidak bisa sama sekali bergerak,  
maka dari pihak pengadilan akan datang sendiri ke rumahnya untuk 
langsung melakukan pemeriksaan. 
5. sesuai yang di atur dalam Pasal 440 maka jika sudah memiliki keterangan 
yang sudah cukup lengkap, maka pengadilan dapat memberi keputusan 
tentang surat permintaan tanpa tata cara lebih itu tanpa tata cara lebih 
lanjut, dalam hal yang sebaliknya, pengadilan dapat melakukkan 
pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa yang di temukannya menjadi 
lebih jelas. 
6. setelah melakukan pemeriksaan tersebut, bila ada alasan terhadap 
pengampu maka hakim menunjuk kepada pengampu pengawas untuk 
mengurusi pribadi dan harta-harta oarng yang di taruh dalam 
pengampuan, jadi untuk pengampu pengawas ini dilakukan jika ada yang 
perlu di urus seperti harta, uang dan lain-lain. Setelah pengadilan telah 
yakin membuat keputusan maka di tetapkanlah pengampu tersebut dan 
untuk pengurus sementara pun telah berakhir, pengurus sementara yang 
tadi mengurusi harta-harta terampu ini. Maka harus melakukan 
perhitungan kepada pengampunya. Tetapi sebenarnya pengurus 





tidak pasti. Tetapi jarang sekali pengadilan menetapakan pengurus 
sementara ini.76 
7. putusan akan suatu permintaan akan pengampuan harus di ucapkan 
dalam sidang terbuka, setelah mendengar dari semua pihak dan 
kesimpulan dari jaksa. 
8. semua orang yang di taruh dalam pengampuan, dalam waktu yang di 
tetapkan maka keputusan ini harus di beritahukan kepada pihak yang 
meminta permohonan pengampuan dan di umumkan dalam berita 
negara. 
 Penjelasan di atas adalah bagaimana cara meminta permohonan pengampuan yang 
 di jelaskan dalam Pasal-Pasal tentang pengampuan di KUHPerdata.  
  Kasus permohonan pengampuan yang di ambil penulis di pengadilan negeri 
tegal sendiri yang di ajukan oleh Farida Maryami sebagai pemohon pengampuan 
yang bertempat tiggal di Kota Tegal yang mengajukan permohonan pengampuan 
untuk saudara sepupunya, jika di lihat dari nomor perkara 20/Pdt.P/2015/PN Tgl 
pemohon sendiri mengajukan permohonan pengampuan di pengadilan kota tegal ini 
tanpa di dampingi kuasa hukum. Kasus posisi nya sebagai berikut  
a. Identitas Pemohon  
       Nama           : Farida Maryami  
       Usia             : 55 tahun 
       Pekerjaan     : Swasta 
                                                          





       Alamat         : Jl Cempaka Rt.007, Rw 005, Kel.Kejambon, Kec. Tegal  
       Timur, Kota Tegal 
b. Pemohon sendiri adalah sepupu dari Nugraheni Arie Susanty karena 
bapak dari Nugraha Arie Susanty yang bernama R. Moch Santoso, adalah 
adik kandung dari pemohon. 
c. Bahwa orang tua dan adik dari Nugraheni Arie Susanty telah meninggal 
dunia pada tanggal 30 Juni 1984 bapak dari Nugraha Arie Susanty 
meninggal dunia, Ibu nya yang bernama Rasmiyati meninggal dunia pada 
tanggal 22 Sep 2010, serta adiknya yang bernama Mochammad Arief 
Roesanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2014. 
d. Sejak tahun 2010 Nugraheni Arie Susanty mengalami stress berat akibat 
di tinggal ibunya meninggal dunia. 
e. Bahwa guna mengurusi harta peninggalan orang tua dari Nugraha Arie 
Susanty sedangkan Nugraheni Arie Susanty mengalami sakit ingatan 
(stress berat) tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka di perlukan 
adanya penetapan pengampuan untuk diri Nugraha Arie Susanty. 
f. Bahwa tidak adanya keluarga dari Nugraheni Arie Susanty yang masih 
hidup maka pemohon sebagai sepupu dari Nugraheni Arie Susanty 
merasa berkewajiban untuk menjadi pengampu untuk mengurusi harta 
peninggalan dari orang tua Nugraheni Arie Susanty. 
 Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon juga mengajukan bukti-





1) Fotocopy Surat kematian Mochammad Aries Roestanto yang di 
keluarkan oleh Kelurahan Panggung tanggal 25 April 2014 Nomor  
474.3/77/IV/2014 Selanjutnya diberi tanda bukti P-1; 
2) Fotocopy Surat kematian R. Moch Santoso tanggal 3 juli 1984 Nomor 
24/84 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kejambon. Selanjutnya di beri 
tanda bukti P-2; 
3) Fotocopy Surat Kesaksian kematian Roesmijati bulan Juni tahun 2010 
yang di tanda tangani oleh Hadi Pangestu selaku ketua Rt 01 dan Puji 
Raharjo selaku Rw 04 dan diketahui oleh Lurah Kejambon, selanjutnya 
di beri tanda bukti P-3;  
4) Fotocopy surat Pernyataan dari Farida Maryani yang diketahui oleh RT, 
RW dan kelurahan kejambon tanggal 11 Juli 2015. selanjutnya di beri 
tanda bukti P-4: 
5) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3376020107140006 atas nama      
keluarga Nugraheni Arie Susanty, selanjutnya di beri tanda bukti P-5  
6)  Fotocopy Surat hasil pemeriksaan kesehatan jiwa yang di keluarkan oleh 
rumah sakit umum islam “harapan anda” yang ditandatangani oleh 
Dr.Budi Susilo Utomo, Sp. Kj, tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya di 
beri tanda bukti P-6:  
 Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan serta telah di cocokan dengan 
aslinya di persidangan, sehingga sebagaimana ketentuan dari ketentuan Pasal 2 





peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata 
bahwa surat tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat. 
   Selain bukti surat tersebut di atas, untuk memperkuat dalil permohonannya 
pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di 
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Saksi yang pertama adalah bernama R. Djuni Kurniadi, Dibawah sumpah 
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi adalah suami dari pemohon  
 Bahwa saksi telah memberikan persetujuan dan tidak keberatan 
pemohon yang merupakan isteri saksi untuk mengajukan 
permohonan pengampuan terhadap Nugraheni Arie Susanty  
 Bahwa Nugraheni Arie Susanty adalah sepupu dari pemohon yang 
mengalami stress berat  
 Bahwa saksi mengerti tujuan pemohon mengajukan permohonan 
pengampuan tujuan nya adalah untuk melindungi sepupnya dalam 
melakukan perbuatan hukum  
 Bahwa terampu hidup sebatang kara orang tua dan adik satu-satunya 
juga sudah meninnggal   
 Terampu hanya 2 bersaudara dan  
 mengalami stress berat sejak kedua orang tua nya meninggal 





 Terampu juga tinggal di rumah sendirian dan rumah terampu terletak 
depan rumah pemohon sehingga aktivitasnya di awasi dan di bantu 
oleh pemohon  
 Bahwa terampu selama ini di bantu oleh pemohon dalam melakukan 
aktivitasnya dalam kesehariannya 
b. Selanjutnya adalah saksi kedua yang di ajukan dari pemohon, di bawah 
sumpah pada pokonya menerangkan pokoknya sebagai berikut :  
 Bahwa,saksi merupakan istri dari adik terampu NUGRAHENI 
ARIE SUSANTY yang mengalami stres berat;  
 Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan 
pengampuan untuk mengurus sepupunya yang yang bernama 
NUGRAHENI ARIE SUSANTY yang mengalami stres  berat; 
 Bahwa NUGRAHENI ARIE SUSANTY yang mengalami stres 
berat sudah tidak mempunyai orang tua dan saudara satu-satunya 
suami saksi juga meninggal dunia; 
 Bahwa adik satu-satunya terampu Mochamad Arief Roesanto telah 
meninggal pada tanggal 23 April 2014; 
 Bahwa adik terampu Mochamad Arief Roesanto telah dikaruniai 4 
(empat) orang anak; 
 Bahwa, NUGRAHENI ARIE SUSANTY mengalami stres berat 
sehingga tidak bisa melakukan kegiatan tulis menulis ataupun 





 Bahwa rumah NUGRAHENI ARIE SUSANTY terletak di Jl. 
Cempaka RT 007/005 Kelurahan Kejambon Kota Tegal yang 
letaknya berhadapan dengan rumah pemohon sehingga 
memudahkan pemohon untuk mengawasi dan mengampu terampu; 
 Bahwa, pemohon untuk menjadi pengampu buat terampu sudah 
meminta persetujuan dan rundingan keluarga; 
 Bahwa, pemohon untuk menjadi pengampu buat terampu sudah 
meminta persetujuan dan rundungan keluarga;   
Pengadilan Negeri Tegal Klas 1A telah menetapkan bahwa maksud 
dan tujuan dari pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;  
  Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengampuan yang diajukan 
oleh pemohon dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan orang tua dari orang 
bernama Nugraheni Arie Susanty yang pada waktu diajukannya permohonan ini dalam 
keadaan sakit ingatan (stres) dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum.  
  Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, 
pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang 
saksi,yang selanjutnya setelah dihubungkan dan disesuaikan satu dengan lainnya maka 
diperoleh fakta yang terungkap di persidangan yang selanjutnya akan dijadikan dasar 
pertimbangan, yaitu sebagai berikut :  
1) Bahwa orang bernama Nugraheni Arie Susanti saat ini berusia sekitar 41 
tahun lahir pada tanggal 10 Maret 1974 dan beralamat di Jl. Cempaka 





2) Bahwa orang tua dari Nugraheni Arie Susanti, yaitu ayahnya bernama R. 
Moch Santoso meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1984, Ibunya 
bernama Rasmiyati meninggal dunia pada tanggal 22 September 2010, 
dan adiknya bernama Mochamad Arief Roesanto telah meninggal dunia 
23 April 2014.  
3) Bahwa Nugraheni Arie Susanty saat ini tinggal sendiri dan sebatang kara. 
4) Bahwa pemohon masih saudara dan sepupu dari Nugraheni Arie Susanty 
karena bapak dari Nugraheni Arie Susanty yang bernama R. Moch 
Santoso adalah adik ibu Pemohon.  
5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa yang dikeluarkan 
oleh Rumah Sakit Umum Islam “Harapan Anda” yang ditandatangani 
oleh Dr. Budi Susilo Utomo,Sp,Kj. Tanggal 5 Agustus 2015, pada 
kesimpulannya menyatakan bahwa pada diri Nugrahaeni Arie Susanty 
ditemukan gangguan jiwa yang nyata.  
  Menimbang, bahwa tentang pengampuan, berdasarkan Pasal 433 
KUHPerdata dinyatakan; “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan 
dungu , gila, atau mata gelap , harus ditetapkan di bahwa pengampuan, sekalipun ia 
kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga 
ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.   
  Menimbang, bahwa di persidangan atas pernyataan Hakim, Pemohon 
menyatakan sanggup untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pengampu secara 





dalam pengampuannya, dan sebaik-baiknya melaksanakan tugas untuk kemanfaatan 
terampu.  
  Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan tidak menemukan fakta adanya 
niat yang tidak baik dari pemohonan berkenaan dengan permohonan ini, maka 
pemohon sebagai sepupu dari orang bernama Nugraheni Arie Susanty berdasarkan 
hukum dapat ditetapkan sebagai pengampunya.  
  Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri 
Tegal berpendapat permohonan ini dapat dipertimbangkan secara pasti,dan telah 
sesuai dengan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya.  
  Menimbang, bahwa kerena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya 
permohonan ini dibebankan kepada pemohon;  
Mengingat segala peraturan yang bersangkutan ;  
MENETAPKAN  
1. Mengabulkan permohonan Permohon;  
2. Menetapkan Permohonan Farida Maryani sebagai Pengampu dari 
Nugraheni Arie Susanty karena sakit ingatan;  
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada 
pemohon sebesar Rp 156. 000,- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah ) .   
 Demikian ditetapkan di Tegal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 
oleh ENAN SUGIARTO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, 
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SRI 





  Sebagaimana yang diliihat dari kasus diatas maka penulis sependapat 
dengan penetapan pengadilan tersebut, karena menggunakan Pasal 433 KUHPerdata 
sebagai putusan untuk pengampuan sebagaimana yang menjadi pedoman dalam 
pengampuan, proses pengampuan juga di ajukan kepada orang yang memiliki 
hubungan darah dengan orang yang di ampunya. Melalui dasar inilah hakim 
memutuskan siapa yang berhak menjadi pengampu, sebelum memutuskan 
pengampuan hakim juga berhak memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi untuk 
pengampuan siapa saja yang berhak menjadi pengampu dan siapa yang akan di ampu. 
  Melihat kasus di atas maka yang berhak menjadi pengampu adalah orang 
yang mengajukan permohonan pengampuan sdr Farida Maryani selaku saudara 
sepuppu dari terampu Nugraheni Arie Susanty, hal tersebut di pastikan karena 
sebagaimana yang di atur dalam KUHPerdata tentang siapa pihak yang berhak menjadi 
pengampu, terampu juga memenuhi syarat masuk golongan pengampuan yang di atur 
dalam Pasal 433 karena memiliki sakit otak (stress). Dilihat dari putusan bahwa 
terampu memiliki sebuah rumah tempat tinggal peninggalan orang tua yang mana akan 
di jual oleh pengampu untuk kebutuhan sehari-hari dari terampu itu sendiri. 
  Setelah mendapatkan putusan dari hakim di pengadilan pengampu wajib 
mendatangi kantor BHP (Balai Harta Peninggalan) untuk lapor isi tujuan nya 
mendapatkan rumah dari Nugraheni Arie Susanty karena BHP harus mencatat harta 
benda milik terampu, lalu BHP melakukan pemeriksaan terhadap keluarga sedarah 
terampu untuk melakukan persetujuan untuk menjual rumah milik Nugraheni Arie 
Susanty, setelah dilakukan pemeriksaan setuju maka hakim akan mengeluarkan izin 





  Setelah mendapatkan putusan maka pemohon pengampuan mendapatkan 
kewenangan dari hakim mengenai hak-hak yang di miliki menjadi pengampu  seperti 
yang tercantum dalam Pasal-Pasal KUHPerdata. Untuk menetapkan Farida Maryani 
pemohon pengampuan yang menjadi pengampu bagi saudara sepupunya yaitu 
Nugraheni Arie Susanty. Pengampu ini di beri tugas untuk memenuhi segala 
kepentingan terampu, terutama dalam kepentingan lalu lintas hukum. 
    Dengan adanya putusan ini maka Nugraheni Arie Susanty masuk ke 
golongan Pasal 433 sakit otak (stress) dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum 
sehingga harus di wakili jika ingin berhubungan dengan hukum, akibat hukum tertentu 
Pasal 452 ayat 1. Setelah melakukan analisis terhadap putusan di atas maka dengan ini 














    
 
BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN  
 A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil dari semua pembahasan serta rumusan masalah yang 
 sudah di bahas, maka dengan ini penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Hak pengampuan yang di atur pada buku kesatu tentang orang atau individu. 
Bisa juga disebut hukum keluarga yang berisi tentang perkawinan, 
hubungan orang tua dan anak, perwalian dan pengampuan, karena adanya 
pengampuan, seseorang yang sudah dewasa karena kondisi mental yang 
tidak dalam kondisi normal pada umumnya maka orang itu dapat di taruh 
dalam pengampuan maka orang itu di beri kedudukan yang sama dengan 
anak yang belum dewasa. Di dalam hukum perdata juga mengatur tentang 
apa yang di maksud dengan subyek hukum, yang di maksud subyek hukum 
adalah orang yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam 
hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap dalam hukum untuk 
mempunyai hak, akan tetapi tidak semua subyek hukum mempunyai hak 
dan kewajiban sehingga mempunyai kewenangan dalam hukum sehingga 
orang yang termasuk contohnya kondisi mental yang tidak normal sehingga 
orang tersebut tidak mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. 
2. Prosedur pengampuan masih di atur dalam KUHPerdata, Pengampuan 
hanya didapatkan dengan datang ke pengadilan yang di tangani langsung 
oleh hakim, siapa saja berhak memancing suatu putusan hakim untuk 





dasar-dasar yang di perlukan dalam pengampuan. Sampai saat ini 
pengampuan masih di atur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 
KUHPerdata, di dalam Pasal KUHPerdata hanya menerangkan inti 
langsung persoalan apa itu pengampuan, sehingga bisa dapat disimpulkan 
bahwa pengampuan seperti apa dan akibat hukum nya dari Pasal-Pasal ini 
pula yang menjelaskan alur bagaimana mendapatkan hak-hak pengampuan 
dan prosedur tentang menjadi pengampu, pengampuan bisa di cabut jika 
terbukti sehat, maka pengadilan dapat mencabut hak-hak nya. 
 
 B. SARAN 
1. Untuk pengampuan seharusnya harus bisa mengunakan produk undang-
undang nasional tidak mengandalkan produk undang-undang Belanda 
sehingga lebih di perhatikan lagi untuk hukum keluarga ini. Pembaharuan 
hukum perdata untuk hukum keluarga ini harus di perbarui karena bisa 
ketinggalan zaman karena semakin banyaknya masalah bagi penyakit 
maka pengaturan pengampuan harus dibuat secara jelas.  
2. Untuk prosedur pengampuan khusus bagi pengampu jarang sekali yang 
lapor kepada pengampu pengawas untuk datang ke kantor BHP (balai 
harta peninggalan) mungkin karena tidak adanya setiap wilayah ada kantor 
BHP maka dengan itu di Indonesia harus mempertambah kantor BHP 
karena banyak kasus terjadi bahwa pengampu tidak lapor dan lalai akan 
tugas nya sebagai pengampu. Fakta di lapangan jarang yang melapor 





pengampuan dari hakim di pengadilan. Mungkin karena kantor BHP yang 
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